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INTISARI 
Saifullah Hasan, Nomor Pokok E12112013, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan 
judul: “PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DAN 
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR”. Di 
bawah bimbingan Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si dan Dr. H. Suhardiman 
Syamsu, S.Sos, M.Si  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam 
perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota Makassar. Untuk 
melihat peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar 
tradisional di kota Makassar maka penulis merujuk peraturan daerah nomor 
15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan 
penataan pasar modern.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif, memberikan gambaran faktual mengenai peran pemerintah dalam 
perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota Makassar. 
Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam memberikan 
perlindungan terhadap pasar tradisional di Kota Makassar dari aspek 
perlindungan hukum pemerintah Kota Makassar telah memiliki peraturan 
daerah nomor 15 tahun 2009, namun dalam pelaksanaannya masih kurang 
optimal, dari segi isi perda tersebut masih perlu diperjelas mengenai aturan 
seperti zonasi pasar tradisional dan pasar modern yang masih kurang jelas, 
selain itu aturan perizinan dan pendirian pasar juga kurang optimal ditandai 
dengan semakin menjamurnya pasar modern dan toko modern di kota 
Makassar yang berdampak terhadap keberlansungan pasar tradisional. 
Peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap pasar 
tradisional masih kurang dalam melakukan pembinaan dan pengembangan 
terhadap pedagang pasar tradisional. 
 
(Kata kunci: Peran, pemerintah, perlindungan, pemberdayaan, pasar 
tradisional) 
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ABSTRACT 
Saifullah Hasan, identification number E12112013, Governance Science 
courses, Political and Government Science Department, Faculty of Social and 
Political Science, Hasanuddin University, Writing his Thesis with the title  
"THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE PROTECTION AND 
EMPOWERMENT IN TRADITIONAL MARKETS MAKASSAR CITY". Under 
the guidance of Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si and Dr. H. Suhardiman Syamsu, 
S. Sos, M.Si 
This research aims to determine the role of government in the protection and 
empowerment of traditional markets in the city of Makassar. To view the role 
of government in the protection and empowerment of traditional markets in 
the city of Makassar, the authors refer to local regulation number 15 of 2009 
on the protection, empowerment of traditional markets and structuring modern 
market. 
This research used a qualitative approach by descriptive type, providing a 
factual overview of the role of government in the protection and 
empowerment of traditional markets in the city of Makassar. 
The results showed the government's role in providing protection against 
traditional market in the city of Makassar on the aspect of legal protection of 
the government of Makassar has had local regulation number 15 of 2009, 
However the implementation has been less than optimal, in terms of the 
content of these regulations still need to be clarified regarding the rules like 
zonation market traditional and modern markets are still unclear, besides the 
establishment of licensing rules and also less than optimal market 
characterized by the proliferation of modern markets and modern stores in the 
city of Makassar affecting immediately traditional markets. The government's 
role in the empowerment of the traditional market is still lacking in fostering 
and developing the traditional market traders. 
 
(Keyword: Roles, government, protection, empowerment, traditional market) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang 
memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. 
Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh 
terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap 
menjaga keberadaan pasar tradisional.   
Pasar tradisional mempunyai peran strategis dalam hal penyerapan 
tenaga kerja. Menurut data BPS (2012) menunjukkan bahwa “sektor ritel 
mampu menyerap 23,4 juta tenaga kerja atau sekitar 21,3% dari total tenaga 
kerja Indonesia. Dengan jumlah tersebut, penyerapan tenaga kerja di sektor 
ritel menempati urutan kedua setelah sektor pertanian yang menampung 39,3 
juta tenaga kerja atau sekitar 35,8% dari total tenaga kerja Indonesia. Khusus 
sektor ritel di Pasar tradisional sendiri, Kementerian Perindustrian dan 
Perdagangan mencatat bahwa terdapat 13.450 pasar tradisional di seluruh 
Indonesia dengan 12,6 juta pedagang yang melayani kebutuhan sehari-hari 
dari hampir 60% populasi Indonesia”1.  
                                                             
1 Husseini Irnawati, 2014, Peranan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Pasar 
Tradisional Dalam Rangka Mempertahankan Eksistensi Pasar Tradisional Di Kota Yogyakarta, Hal. 1-2 
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Sebagian besar masyarakat masih bergantung dengan keberadaan 
pasar tradisional. Terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, 
masih menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan untuk melakukan aktivitas 
jual beli. Seperti dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.  Namun 
seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan kebutuhan 
masyarakat konsumen yang semakin kompleks keberadaan pasar tradisional 
kini mengalami ancaman yang begitu besar. Salah satu pesaing pasar 
tradisional yang menjadi ancaman bagi pasar tradisional yaitu adanya pasar 
modern. Pasar tradional terus mengalami penurunan di tengah pertumbuhan 
pasar modern yang semakin pesat. Menurut data Nielsen (2013) 
“perbandingan pertumbuhan pasar tradisional terhadap pasar modern cukup 
drastis yaitu pasar tradisional tumbuh melambat negatif 8,1% sementara 
pasar modern tumbuh 31,4%”2. Berdasarkan kenyataan ini maka pasar 
tradisional telah mengalami ancaman serius kedepannya. 
Keberadaan pasar tradisional telah ada sejak puluhan tahun bahkan 
ratusan tahun yang lalu. Sebagian besar pasar tradisional yang ada di 
Indonesia merupakan saksi sejarah dan memiliki nilai budaya. Saat ini 
keberadaan pasar tradisional telah mendapat tekanan dari pertumbuhan 
pasar modern yang semakin pesat dan akan berpengaruh terhadap 
                                                             
2 Kompas. 2014. Tradisi yang Terus Menyusut dan Terlupakan. 
http://properti.kompas.com/read/2014/10/02/163318621/Pasar.Rakyat.Tradisi.yang.Terus.Menyusu
t.dan.Terlupakan. [2016 februari 03] 
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kelangsungan hidup pasar tradisional. Meskipun selama ini pasar tradisional 
telah dapat bertahan selama bertahun-tahun tetapi jika tidak ada perubahan 
kearah yang lebih baik maka pasar tradisional hanya akan menjadi sebuah 
sejarah. Peran perekonomian berskala kecil seperti pedagang, pelaku usaha 
kecil menengah tidak dapat bertahan dalam persaingan.  Peran pasar 
tradisional sebagai pilar perekonomian nasional tidak akan mampu 
mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia. 
Kondisi pasar tradisional sebagian besar kotor dan kurang nyaman 
untuk berbelanja dimanfaatkan oleh para investor untuk membuat suatu 
konsep tempat belanja baru yang lebih baik dan nyaman. Pasar modern 
muncul sebagai konsep baru yang menawarkan alternatif tempat belanja 
selain di pasar tradisional. Dengan konsep dan fasilitas yang lebih baik, pasar 
modern akhirnya mampu menggeser pasar tradisional. Tempat belanja yang 
lebih bersih, pilihan barang yang menarik, fasilitas lengkap, keamanan lebih 
terjamin merupakan serangkaian kelebihan yang ditawarkan kepada 
pengunjung pasar modern dengan memanjakan dan memudahkan mereka 
pada saat berbelanja di pasar modern. 
Persaingan di antara keduanya pun tidak terhindari. Minimnya aturan 
zonasi dari pembangunan pasar modern, maka pasar tradisional yang berada 
di kota-kota besar terkena imbasnya. Persaingan head to head akibat 
menjamurnya pasar modern membawa dampak buruk terhadap keberadaan 
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pasar tradisional. Salah satu dampak nyata dari kehadiran pasar modern di 
tengah-tengah pasar tradisional adalah turunnya pendapatan terhadap 
pedagang pasar setiap harinya. 
Emiliana (2011) “Pasar tradisional kalah bersaing dengan pasar 
modern disebabkan masyarakat lebih memilih berbelanja di toko modern. Hal 
ini dapat dilihat dari toko–toko modern yang lebih nyaman dengan pelayanan 
mandiri dan modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Toko-toko 
modern pada umumnya menyediakan barang yang telah siap di konsumsi, 
dengan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan jenis 
barang yang disukai masyarakat termasuk kebutuhan hidup sehari-hari”3. 
Beberapa kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk menata 
pengelolaan perpasaran, baik pasar modern maupun pasar tradisional. 
Implementasi kebijakan ini menuntut komitmen lebih besar agar dapat 
dilaksanakan secara konsisten. Merespon keresahan tersebut, pemerintah 
Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan 
dan pembinaan pasar tradisional, pasar modern dan pusat perbelanjaan. 
Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan 
pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling 
memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Memberikan 
                                                             
3 Emiliana Sadilah, 2011, Eksistensi Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional 
di Kota Semarang-Jawa Tengah, Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, Yogyakarta. Hal 66. 
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pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan 
toko modern. Memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan 
dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko 
modern. Pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta 
tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko 
modern dan konsumen. Untuk menegaskan Perpres nomor 112 tahun 2007, 
pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Permendag No. 
53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, 
pusat perbelanjaan dan toko modern. Aturan ini, lebih rinci mengatur 
mengenai zonasi, perjanjian perdagangan (traiding term) dan perizinan. 
Berangkat dari Perpres 112 tahun 2007 dan Permendag No.58 Tahun 
2008, beberapa kota di Indonesia meresponnya dengan menerapkan regulasi 
turunan untuk mendukungnya lewat Peraturan Daerah. Pemerintah kota 
Makassar  memiliki peraturan daerah nomor 15 tahun 2009 tentang 
perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. 
Tujuan dari terbitnya Peraturan daerah ini ingin melindungi pasar tradisional 
dan ekonomi kecil dari gencarnya pembangunan pasar modern di kota 
Makassar.  
Menarik untuk dicermati bahwa Peraturan daerah Nomor 15 tahun 
2009 ini, semenjak diterbitkannya hampir tujuh tahun lalu, belum mempunyai 
dampak positif terhadap eksistensi pasar tradisional dan UMKM (Unit Mikro, 
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Kecil, dan Menengah). Melihat fenomena yang terjadi, ekspansi pasar 
modern di kota Makassar justru semakin tidak terkendali. Hal tersebut bisa di 
lihat dari data yang dikeluarkan lembaga Nielsen (2010), pertumbuhan 
minimarket meningkat 42 %, di mana menjadi 16.922 unit dibanding 
sebelumnya sebesar 11.927 unit.  
Menurut hasil penelitian Lebang (2012) “Implementasi Peraturan 
daerah nomor 15 tahun 2009 di lapangan  tidak berjalan sesuai harapan…”4. 
Secara garis besar pemerintah daerah di bantu oleh Satuan Kerja Perangkat 
Dinas (SKPD) yang berperan penting dalam hal penegakan aturan. Karena di 
dalam Perpres ditekankan bahwa  pemerintah daerah diberikan kewenangan 
penuh dalam melindungi, pemberdayaan pasar tradisional, mengatur 
pemberian izin usaha dan pendirian pasar modern. Alasannya, pemerintah 
daerah adalah pihak yang paling mengetahui kondisi setempat dan mampu 
melakukan pemantauan secara berkala. Sehingga terlihat aturan yang tertulis 
di dalam Peraturan daerah seolah menjadi aturan ompong belaka karena 
tidak diimplementasikan secara serius. oleh karena itu dalam penelitian ini 
penulis akan fokus pada bagaimana peran pemerintah yang masih lemah 
dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pasar 
tradisional. Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik meneliti dengan judul 
                                                             
4 Lebang Gidion, 2012. Eksistensi Pasar Lokal di Kota Makassar. Hal 70 
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“Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar 
Tradisional di Kota Makassar”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hasil uraian pada latar belakang penelitian diatas penulis 
menarik rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pasar 
Tradisional di Kota Makassar? 
2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar 
Tradisional di Kota Makassar?  
1.3. Tujan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan 
Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar 
Tradisional di Kota Makassar. 
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu  
pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti 
8 
 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam 
perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota 
Makassar. 
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
evaluasi dan masukan bagi pemerintah kota Makassar dalam 
setiap perumusan dan implementasi kebijakan, khususnya yang 
berhubungan dengan peran pemerintah terhadap perlindungan dan 
pemberdayaan pasar tradisional di kota Makassar. 
3. Secara metodologis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai 
tambah dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan peran pemerintah terhadap perlindungan dan 
pemberdayaan pasar tradisional di kota Makassar. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bagian tinjauan pustaka penulis terlebih dahulu menguraikan 
konsep peran, pemerintah kota, perlindungan, pemberdayaan, dan pasar 
tradisional dengan merujuk dari beberapa literatur bahan bacaan, 
penelitian-penelitian sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 
2.1. Peran 
Menurut Biddle dalam Suhardono (1994), berpendapat bahwa “konsep 
peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu 
unit dari struktur social”5. Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa 
peran merupakan prilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan 
posisi pada  suatu unit dari struktur sosial. Melalui posisi yang dimiliki oleh 
pelaku baik individu maupun kelompok inilah peranannya dilaksanakan 
sebagaimna mestinya. 
Kemudian Menurut Soekanto (2002) peran dibagi menjadi tiga yaitu, 
peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran 
yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam 
                                                             
5 Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran Konsep, Derivasi Dan Implikasinya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama hal 7 
10 
 
kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan 
lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh 
anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan 
yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif 
adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana 
anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada 
fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.  
Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural 
(norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Didalamnya 
terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan 
pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran 
merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun 
besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. 
Dikutip oleh Sooerjono Soekanto dari buku “Role, Personality and 
Social Structure” karya Levinson, peranan dapat mencakup tiga hal 
berikut: 
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 
posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti 
ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 
membimbing sesorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 
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b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat 
dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 
penting bagi struktur sosial masyarakat6. 
Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat 
kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak 
dijalankannya peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Inilah oleh 
Soekanto disebut dengan role distance7. Keterpisahan antara individu 
dengan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu 
dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Cenderung 
menyembunyikan diri dan akhirnya peran yang dibebankan tidak berjalan 
atau berjalan dengan tidak sempurna.  
Setiap individu yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam 
melaksanakan peran sosialnya. Soekanto menyebut bahwa ada lingkaran 
sosial (Social Circle) yaitu tempat dimana seseorang mendapatkan dan 
melaksanakan peran sosialnya8. Peranan tentunya mengaitkan banyak 
pihak yang terkait pada peran yang dilaksanakan tergantung dari besar 
                                                             
6 Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 
hal. 213-214 
7 ibid 
8 ibid 
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tidaknya peran yang diberikan. Pemerintah setempat serta institusi terkait 
lainnya tentunya memiliki peran penting dan bagian yang berbeda-beda 
dalam melaksanakan peran. 
Pemerintah kota pun demikian, dalam melaksanakan perannya dalam 
melindungi dan memberdayakan pasar tradisional tidak bisa dilepaskan 
dengan peran Dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag), 
Perusahaan daerah (PD) pasar Makassar, pedagang pasar, masyarakat       
maupun lembaga penyalur aspirasi seperti DPRD. 
Gambar 2.1. Peran terhadap perlidungan dan pemberdayaan 
pasar tradisional 
 
Perlindungan 
dan 
Pemberdayaan 
Pasar 
Tradisional
Pemerintah 
Kota 
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Perindustrian 
dan 
Perdagangan
Perusahaan 
Daereh Pasar 
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Pedagang Pasar
Masyarakat
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2.2. Pemerintah Kota 
Tinjauan mengenai pemerintah, Labolo (2011) menjelaskan “sebagai 
representasi rakyat, pemerintah merupakan entitas yang dipandang paling 
berdaulat karena tidak semua organisasi yang memiliki kesamaan struktur 
dan fungsi sebagaimana organisasi pemerintah dapat disebut entitas 
pemerintah yang berdaulat”9. Pemerintah sebagai badan atau yang 
mengurus pemerintahan dalam suatu negara. Pemerintah lahir dari hasil 
perjanjian atau kontrak social yang disepakati bersama sebagaimana teori 
kontrak social J.J. Rosseau. Manji (2010), Adanya kesepakatan yang 
kemudian dikenal dengan sebutan kontrak sosial (social contract) tersebut 
kemudian diberikan kekuasaan legal dengan mekanisme beragam seperti 
yang kita kenal sekarang semisal pemilihan umum yang selanjutnya  
melahirkan kekuasan dan institusi pemerintahan. Menurut Ndraha yang 
dikutip oleh Erliana (2014) mengemukakan bahwa “pemerintahan adalah 
gejala sosial, yang terjadi dalam konteks hubungan antar warga 
masyarakat secara individual maupun secara berkelompok”10 
 Sebagaimana oleh Rasyid (2011), Pemerintah adalah sekumpulan 
orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan 
                                                             
9 Labolo Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu kajian, Teori, Konsep, dan 
Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 19 
10 Hasan Erliana, 2014, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan, Ghalia lndoesia, 
Bogor. Hal 156 
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kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan 
masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Peran 
pemerintah berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri.  
Ryaas Rasyid11 mengemukakan tugas-tugas pokok pemerintahan:  
1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan 
dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari 
dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui 
cara-cara kekerasan. 
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya 
gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar 
perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat 
berlangsung secara damai.  
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 
masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 
melatarbelakangi keberadaan mereka.  
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam 
bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non 
pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 
pemerintah. 
                                                             
11 Lihat Rasyid,Ryas. Makna Pemerintahan ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan, PT. 
Yarsif Watampone, 1997 hal 11-12 
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5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, 
jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para 
gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.  
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat 
luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan 
lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar 
bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin 
peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.  
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 
lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.  
Singkatnya tugas-tugas pokok tersebut diringkas menjadi 3 (tiga) 
fungsi yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan 
pembangunan (development)12. Pelayanan akan membuahkan keadilan 
dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian 
masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam 
masyarakat. 
Davey (1998) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama 
pemerintahan, antara lain pertama, sebagai penyedia layanan, yaitu 
fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan 
                                                             
12 Ibid lihat 22 
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yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi 
pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan 
penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu 
fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan 
ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar 
wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran 
pemerintah dalam pengkoordinasiaan, perencanaan, investasi dan tata 
guna lahan. Kemudian Menurut Ndraha (2001), “fungsi pemerintahan 
terdapat ada dua macam fungsi, yaitu Pemerintah mempunyai fungsi 
primer atau fungsi pelayan (service), sebagai provider jasa publik yang 
baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk fungsi pemberdayaan, 
sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program 
pemberdayaan”13. Dengan demikian, begitu luas tugas dan fungsi 
pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab 
yang sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain 
diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang 
kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai 
dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan.  
Pemerintah kota dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah 
sebagimana dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah 
                                                             
13 Labolo Muhadam. Op.cit. Hal. 33  
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daerah, “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945”14. Melaui kewenangan otonomi yang dimiliki 
Pemerintah daerah kota Makassar memiliki peraturan daerah nomor 15 tahun 
2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan 
pasar modern. Mengapa perlu untuk melindungi dam memberdayakan pasar 
khususnya pasar tradisional atau juga dikenal sebagai pasar rakyat. Karena 
di dalam pasar tersebut yang banyak terlibat adalah para pelaku usaha kecil 
menengah atau pedagang-pedagang dalam skala kecil. Banyak masyarakat 
menggantungkan penghidupannya dalam pasar tradisional. Pemerintah 
daerah atau kota sebagaimana dalam pasal 12 undang-undang nomor 23 
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memiliki urusan wajib yang meliputi 
perlindungan masyarakat, koperasi, usaha kecil, menengah. Secara tidak 
langsung terhadap perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. 
Pemerintah kota berperan dalam pelaksanaan perlidungan pasar 
tradisional melalui satuan kerja perangkat dinasnya yaitu, Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan Penanaman Modal seperti dalam hal perizinan dan 
                                                             
14 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Bab I Ketentuan Umum pasal  1 
ayat (2) 
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sebagainya. Kemudian, dari segi pemberdayaan dalam hal ini melakukan 
pengelolaan pasar tradisional ditindaklanjuti perusahaan daerah yang 
ditetapkan oleh pemerintah kota Makassar. Syahribulan (2012; 186) 
“…pemerintah daerah kota Makassar membentuk Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya sebagai pengganti Dinas Pengelolaan Pasar dengan dasar 
pembentukannya Perda No. 4 Tahun 1999 tentang pembentukan PD. Pasar 
Makassar Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 17 
Tahun 2002 dan ditindaklanjuti dengan SK. Walikota Nomor 8175 Tahun 
1999 tanggal 11 Desember 1999, kemudian diperkuat dengan Peraturan 
Daerah No. 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota 
Makassar”15. Sejak itulah pengelolaan pasar tradisional yang sebelumnya di 
kelola pemerintah melaui Dinas Pengelolaan Pasar digantikan oleh 
Perusahaan Daerah Pasar Raya Makassar.  
PD pasar Makassar raya mengelola pasar tradisional yang ada di kota 
Makassar sebanyak 20 unit pasar. Masing-masing unit pasar di pimpin oleh 
kepala unit pasar di bawah koordinasi langsung Dirut PD pasar Makassar 
raya. Namun dalam hal pembangunan dan penganggaran dalam skala besar 
seperti pembangunan sarana prasarana melalui dinas perindustrian dan 
perdagangan. 
                                                             
15 Syahribulan, 2012, Studi Kelembagaan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar 
Tradisional Di Kota Makassar. Hal 186 
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2.3. Konsep Perlindungan Hukum 
Menurut kamus besar bahasa indonesia perlindungan merupakan 
tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Manusia 
merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar 
yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak 
lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi 
termasuk dalam kehidupan bernegara. Hukum merupakan sarana untuk 
mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah 
perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia 
berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara. Dengan begitu, 
perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara baik 
individu maupun kelompok dalam masyarakat dan merupakan suatu 
kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang 
dikenal sebagai negara hukum. 
Menurut Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum bahwa hukum 
bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan 
dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan 
terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi 
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berbagai kepentingan di lain pihak.16 Kepantingan hukum adalah mengurusi 
hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum 
lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan 
oleh masayarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat 
tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota 
masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 
mewakili kepentingan masyarakat. 
Kepentingan-kepentingan tersebut digolong-golongkan dengan 
maksud jika terjadi perselisihan kepentingan dalam proses pembangunan 
khususnya benturan kepentingan umum atau sosial dengan kepentingan 
individu, maka perlu diupayakan keseimbangan atau harminisasi 
kepentingan. dalam pertentangan kepentingan itu, hukum akan memilih dan 
mengakui kepentingan yang lebih utama melalui penggunaan kekuasaan. Ini 
menuntut adanya korban kepentingan pada salah satu pihak sebagai 
konsekuwensi pembangunan. supaya hukum dapat melakukan fungsinya itu, 
seorang ahli hukum Rosce Pound menggolongkan daftar kepentingan 
sebagai berikut: 
1. Kepentingan-kepentingan umum (public interest) 
                                                             
16 Satjipto Raharjo,2000, Ilmu Hukum Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal .53 
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2. Kepentingan-kepentingan sosial (social interest) 
3. Kepentingan-kepentingan individu (individual interest) 
Indonesia sebagai negara hukum, yang tercantum dalam UUD 1945 
mengamanatkan bahwa masyarakat sama kedudukannya dimata hukum. 
sehingga benturan-benturan kepentingan masyarakat ataupunindividu 
haruslah mempunyai keadilan hukum sebagai porsi utama yang ditengahi 
oleh Negara dalam melindungi setiap individu, kelompok, masyarakat, dan 
laqin-lain. Maka dari itu fungsi Negara adalah melindungi masyarakatnya 
agar adil dan makmur. 
Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh 
para ahli, seperti Setiono yang “menyatakan bahwa perlindungan hukum 
merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-
wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk 
mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum”17. Tetapi yang paling 
relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon menyatakan 
bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang 
bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih 
bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena 
masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif 
                                                             
17Ilmu Hukum.net http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada 
tanggal 28/01/2016 
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artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan 
pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi”18. 
Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan 
hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-
ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya.  Pada perlindungan 
hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk 
mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan 
hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam 
melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk 
mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. 
Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah 
cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-
hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur 
lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia. 
Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, 
tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan 
perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif 
ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan 
keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan 
                                                             
18 ibid 
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pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi 
sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan 
lainnya.Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu 
pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori 
perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan masyarakat dan pemerintah. 
Perlindungan dari pemerintah melalui produk aturan hukum yang telah 
disepakati. Kaitannya dengan perlindungan pasar tradisional tentunya 
pemerintah memiliki seperangkat peraturan yang berlaku untuk melindungi 
pasar tradisional dari segala bentuk ancaman yang dihadapinya. Pemerintah 
memiliki peran yang sangat penting dalam merealisasikan aturan yang 
berlaku untuk melindungi pasar tradisional. 
Sebagaimana dalam perda nomor 15 tahun 2009 tentang 
perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern, 
dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, 
pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek: 
1. “Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar 
tradisional. 
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2. Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan 
penggusuran yang tidak memunguntungkan. 
3. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam 
aspek lokasi maupun aspek lainnya. 
4. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin 
keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan 
harta benda yang diperdagangkan” 19. 
2.4. Konsep Pemberdayaan 
Menurut Hikmat (2001) “konsep pemberdayaan dapat dilihat sebagai 
akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan budaya 
yang berkembang dalam sebuah masyarakat”20. Pada awal kelahirannya, 
konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru 
dalam pembangunan masyarakat. Proses pemberdayaan dengan demikian 
merupakan depowerment dari sistem kekuasaan yang bersifat absolut. 
Konsep pemberdayaan menggantikannya dengan sebuah sistem yang baru, 
yang memberikan perhatian penting pada gagasan manusia dan 
kemanusiaan (humanisme). 
Adimihardja (2001) “pemberdayaan masyarakat merupakan strategi 
besar dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (people 
                                                             
19 Ibid  ayat (5) 
20 Hikmat, H. (2001). Strategi pemberdayaan masyarakat. Humaniora Utama Press. Hal 1-2 
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based development)” 21. Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas 
masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui 
kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material 
dan non-material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. 
Pendekatan ini melihat bahwa permasalahan sosial yang ada dalam 
masyarakat bukan semata-mata akibat penyimpangan prilaku atau masalah 
kepribadian, tetapi juga sebagai akibat masalah struktural, kebijakan yang 
keliru, inkonsistensi dalam implementasi kebijakan dan tidak adanya 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Pembangunan yang bersifat sentralistik dapat menghambat 
tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa masalah sosial yang ada 
merupakan masalah masyarakat, sehinga mereka tidak mampu 
memanfaatkan potensi dan sumber daya sosial yang ada untuk 
mengatasinya. Selain itu, kondisi struktural yang ada tidak memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi serta 
merealisasikan potensinya, sehingga masyarakat berada dalam kondisi yang 
tidak berdaya. Dalam situasi inilah reorientasi paradigma pembangunan 
menjadi kebutuhan yang mendesak. 
                                                             
21 Adimihardja, K., & Hikmat, H. (2001). 'Participatory research appraisal'dalam pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat: modul latihan. Humaniora Utama Press (HUP). Hal 1  
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Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu 
dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan 
keadilan. Menurut Rapppaport, pemberdayaan merupakan pemahaman 
secara psikologis pengaruh individu terhadap keadaan sosial, kekuatan poltik 
dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu Mc Ardle 
mengartikan “pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh 
orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut”22. 
Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui 
kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan 
melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan 
serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa 
bergantung pada bantuan pihak luar. Mc Ardle menekankan pentingnga 
proses dalam pengambilan keputusan. 
Pemberdayaan masyarakat (Sulistiyani, 2004: 75-130) merupakan 
suatu proses belajar yang berlangsung secara bertahap, yang meliputi:  
1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju sadar dan 
peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 
2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 
kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 
                                                             
22 Hikmat. Op.cit hal 3-4 
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keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 
pembangunan. 
3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, sehingga terbentuklah 
inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada 
kemandirian.  
Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, 
inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan 
(enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya 
kemandirian (autonomy). Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan 
tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan 
tetapi pada masyarakat yang masih memiliki daya yang masih terbatas, dapat 
dikembangkan hingga mencapai kemandirian (Winarni, 1998: 75-76). Upaya 
pemberdayaan masyarakat harus dilakukan di semua aspek baik politik, 
ekonomi, sosial budaya, pendidikan, agama, dan lain-lain. 
Menurut Hikmat (2001), “pemberdayaan masyarakat tidak hanya 
mengembangkan potensi ekonomi masyarakat saja, namun juga harus 
mampu meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri, 
serta terpeliharanya tatanan nilai budaya masyarakat itu sendiri. Inti dari 
gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah dari, oleh, 
dan untuk masyarakat, yang meliputi: (1) Perumusan konsep; (2) 
Penyusunan pola; (3) Proses perencanaan; (4) Pelaksanaan gerakan 
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pemberdayaan; (5) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan; dan (6) 
Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan” 23. 
Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian 
pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan 
yang bertumpu pada manusia (community based development). 
Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu 
masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan 
diri dan mencapai tujuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah 
upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu 
untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 
Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan 
memandirikan masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat tidak terpisahkan dalam pemberdayaan 
pasar tradisional. Orang-orang yang beraktivitas dalam pasar tradisional 
adalah masyarakat itu sendiri dalam hal ini pedagang maupun pembeli. 
Tentunya pemberdayaan dari segi sarana dan prasana tidak terlepas dari 
perhatian untuk mewujudkan pasar tradisional yang nyaman. Sehingga 
keberlangsungan pasar tradisonal tetap dipertahankan.  
                                                             
23 ibid 
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Sebagaimana dalam perda nomor 15 tahun 2009 tentang 
perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern, 
dalam melakukan pemberdayaan pada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, 
pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai 
aspek: 
1. Pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 
dalamnya. 
2. Pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 
dalamnya. 
3. Peningkatan kualitas dan sarana usaha mikro, kecil, menengah, 
dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya. 
4. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang 
ada di dalamnya. 
5. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai 
sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang. 
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6. Mengarahkan dan sharing yang berasal dari pemerintah kepada 
pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk 
dan/atau pasar penunjang” 24. 
2.5. Konsep Mengenai Pasar  
Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, 
prosedur,hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual 
barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan 
uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran 
yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari 
perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli 
dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam 
pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin 
melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang 
untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu 
dari dua belah pihak.  
Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, 
lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan 
jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani 
lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat 
perbelanjaan dan pusat pertokoan, mata uang internasional dan pasar 
                                                             
24 Ibid ayat (6) 
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komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan 
pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang. 
Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap 
struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis 
barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang 
adalah transaksi. Pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual 
yang baik yang memengaruhi harga nya. Pengaruh ini merupakan 
studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model 
tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua 
peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan 
dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam 
masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan 
untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang 
spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk 
memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang. Secara 
historis, pasar berasal di pasar fisik yang sering akan berkembang 
menjadi - atau dari - komunitas kecil, kota dan desa. 
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4.2.5.1 Pasar Tradisional 
Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan 
pembeli, Pasar didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan 
barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan 
antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual-beli (Majid, 1988). 
Pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat 
Indonesia selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga 
berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. 
Saat ini pasar dikenal dengan adanya pasar tradisional dan pasar modern. 
Keberadaan pasar tradisional sangat besar manfaatnya bagi sebagian besar 
masyarakat Indonesia sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari–hari 
dan kebutuhan berkala atau kebutuhan sandang dan pangan juga sebagai 
sarana penunjang kemajuan perekonomian Negara. Di pasar tradisional 
terdapat banyak jenis komodiatas yang diperjual-belikan biasanya adalah 
barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti sayuran, sembako, pakaian, 
dan barang kebutuhan sehari-hari lainya. 
Dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern sesungguhnya 
tidak hanya bersumber dari arsitektur bangunan atau manajemen 
pengelolaannya, melainkan bersumber dari pemaknaan tentang konsepsi 
pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi. Konsep tentang 
pasar dapat dipahami dari berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi, 
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sosial, budaya, bahkan politik. Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang 
pasar (dalam pengertian luas, sebagai tempat bertemunya permintaan dan 
penawaran) terbentuk sebagai salah satu implikasi dari proses perubahan 
masyarakat menuju masyarakat kapitalis. Boeke (1910) merupakan salah 
satu ahli ekonomi yang mencoba menerangkan fenomena terbentuknya 
pasar dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat 
prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik. Menurutnya, “perbedaan yang 
paling mendasar antara masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat 
kapitalistik terletak dalam hal orientasi kegiatan ekonominya. Masyarakat 
dalam tingkatan prakapitalistik berupaya untuk mempertahankan tingkat 
pendapatan yang diperolehnya, sedangkan masyarakat dalam tingkatan 
kapitalistik tinggi berupaya untuk mendapatkan laba maksimum”25. 
Sastradipoera (2006), “Perbedaan orientasi ekonomi tersebut 
melahirkan nilai-nilai sosial dan budaya yang membentuk pemahaman 
terhadap keberadaan pasar dalam kedua kategori masyarakat tersebut. 
Dalam masyarakat kapitalistik, individu secara otonom menentukan 
keputusan bebas. Dalam masyarakat seperti itu, pasar merupakan 
kolektivitas keputusan bebas antara produsen dan konsumen”26. Jika 
keputusan produsen ditentukan oleh biaya alternatif, harapan laba, dan 
                                                             
25 Boeke, J. H, 1953. “Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia. 
N. V. Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon 
26 Sastradipoera, Komaruddin, “Pasar Sebagai Etalase Harga Diri”., dalam Ajip Rosidi, dkk (eds). 2006. 
Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2). Jakarta: Yayasan Kebudayaan Rancage 
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harapan harga pasar, maka keputusan konsumen ditentukan oleh daya beli, 
pendapatan minus tabungan, harga dan harapan harga komoditas, serta 
faktor individual seperti minat, kebutuhan, dan sebagainya. Dalam 
masyarakat prakapitalistik, sebaliknya, kolektivisme menentukan keputusan 
individual. Pasar dalam masyarakat seperti itu merupakan pertemuan sosial, 
ekonomi, dan kultural. Jika keputusan produsen lebih ditentukan oleh 
harapan untuk mempertahankan posisi pendapatan yang telah dicapai, maka 
keputusan konsumen lebih dekat pada nilai kolektif yang dapat diraihnya. 
Nilai kolektivitas menjadi pembeda dalam pemahaman tentang 
konsepsi pasar di kalangan masyarakat prakapitalistik dan masyarakat 
kapitalistik. Bagi masyarakat prakapitalistik yang ciri-cirinya tampak dalam 
kelompok masyarakat yang masih berpatokan pada kolektivitas, kegiatan 
ekonomi yang berlangsung di pasar (dalam arti tempat bertemunya penjual 
dan pembeli) masih sangat diwarnai oleh nuansa kultural yang menekankan 
pentingnya tatap muka, hubungan personal antara penjual dan pembeli (yang 
ditandai oleh loyalitas ‘langganan’), serta kedekatan hubungan sosial (yang 
ditandai konsep ‘tawar-menawar harga’ dalam membeli barang atau konsep 
‘berhutang’). Karakteristik semacam ini pada kenyataannya tidak hanya 
ditemukan dalam masyarakat perdesaan sebagaimana ditesiskan Boeke, tapi 
juga dalam masyarakat perkotaan, yang bermukim di kota-kota besar di 
Indonesia. Kondisi semacam inilah yang kemudian memunculkan dualisme 
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sosial, yang tampak dalam bentuk pertentangan antara sistem sosial yang 
berasal dari luar masyarakat dengan sistem sosial pribumi yang hidup dan 
bertahan di wilayah yang sama. 
Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak 
hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan 
tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi 
informal atas permasalahan kota. Pemaknaan ini merefleksikan fungsi pasar 
yang lebih luas, namun selama ini kurang tergarap pengelolaannya dalam 
berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan 
pasar, seperti kebijakan perdagangan, tata ruang, dan perizinan lebih banyak 
berorientasi pada dimensi ekonomi dari konsep pasar. Pengabaian terhadap 
fungsi sosial-kultural pasar inilah yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk 
pasar modern yang bernuansa kapitalistik, yang lebih menonjolkan 
kenyamanan fisik bangunan, kemewahan, kemudahan, dan kelengkapan 
fasilitas namun menampilkan sisi lain yang individualistis, “dingin”, dan 
anonim. 
Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli 
dalam lingkup social masyarakat. Bukan sekedar terjadinya proses jual beli 
yang dipahami dari segi ekonomis belaka, namun terdapat nilai kolektivitas 
(kebersamaan) yang terwujud dalam interaksi sosial masyarakat dari 
berbagai kalangan. Terdapat kedekatan emosional yang ditandai dengan 
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proses tawar menawar, langganan, bahkan mengutang. Hal ini menandakan 
adanya keterikatan personal dan kepercayaan yang terbangun antara satu 
sama lain. 
Sebagaimana dalam ketentuan umum ayat 1 pasal 4 dan 5, peraturan 
daerah nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar 
tradisional dan penataan pasar modern di kota Makassar perlindungan 
adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, 
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat 
dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis 
dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha. 
Sedangkan Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam 
melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi 
agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih 
berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing 
dengan pasar modern. 
Poesoro, (2007) “dalam menjaga keberadaan pasar tradisional 
sebagai akibat dari hadirnya pasar modern, diperlukan pendekatan yang 
terpadu antara regualsi yang melindungi pasar tradisional, dukungan 
perbaikan infrastruktur, dan modal pedagang pasar tradisional”27. 
                                                             
27 Poesoro, 2007, Pemberdayaan pasar tradisional dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan asli 
daerah kota Surakarta. 
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Penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, 
sebagai berikut: 
1. “Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 
keberadaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah, 
pasar modern, dan toko modern. 
2. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, 
sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 
3. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak 
bermotor yang memadai di dalam area bangunan. 
4. Menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara 
kendaraan angkuta umum bagi kepentingan menaik-turunkan 
penumpang yang menuju dan pergi ke pasar. 
5. Kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan 
jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan 
sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan 
maupun alami. 
6. Kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, meliputi fasilitas 
kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushollah dan 
fasilitas lainnya. 
7. Ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan 
bagi petugas maupun pengguna pasar. 
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8. Perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan 
kualitas kebrsihan di dalam pasar” 28. 
2.5.2. Pasar modern 
Pasar modern menggunakan prinsip swalayan atau mengambil barang 
sendiri. Berbeda dengan pasar tradisional yang dilayani langsung oleh 
pedagang sehingga ada aktivitas tawar menawar yang tidak ditemui pada 
pasar modern. Harga barang tidak bisa ditawar lagi. Fatmawati (2014) “pasar 
modern disebut perdagangan yang terorganisir. Pasar ini menjadi sarana 
akses bagi pabrik brand internasional untuk memperluas jaringan toko 
mereka sehingga pabrikan tersebut dapat medistribusikan produk mereka 
sampai ke target pasar”29. inilah yang menjadi strategi bagi para pemodal 
berkekuatan besar dalam menyuplai produknya. 
Berdasarkan peraturan daerah kota makassar nomor 15 tahun 2009 
tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar 
modern pasal 1 ayat (11) "Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan 
dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya 
berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping Centre serta 
sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan 
mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen 
                                                             
28 peraturan daerah tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar 
modern di kota Makassar, nomor 15 tahun 2009 pasal 21 ayat (2) 
29 Fatmawati, 2014. Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional 
di Kabupaten Maros". Skiripsi. Hal 14 
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berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang 
pasti"30. 
Pasar modern merupakan masalah kritis bagi seluruh perencanaan 
bagi pabrik brand internasional untuk masuk dan memperluas di suatu 
negara berkembang. Pada dasarnya sifat dari sektor ritel pada Negara 
berkembang bisa merepresentasikan diri mereka sebagai rintangan atau 
kesempatan untuk menginternasionalkan pabrik barang-barang konsumsi. 
Plaza atau Town Square adalah pusat perbelanjaan yang secara 
arsitektur bangunan dirancang tinggi, memiliki lebih dari tiga lantai. Sebuah 
plaza umumnya dibangun dengan pilihan lokasi pusat kota, karena itulah 
bangunannya mengutamakan banyak lantai (tinggi), dengan tujuan untuk 
menghemat tempat. Di dalam sebuah plaza, penyewa besar (anchor tenant) 
terbatas dalam jumlah, paling banyak dua. Plaza umumnya memiliki atrium di 
lantai bawah. 
Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha 
untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang 
diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk 
melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada 
bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat. 
                                                             
30 Perda No 15 tahun 2009. Opcit Hal 7 
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Grosir atau Hypermarket merupakan pasar modern dalam skala besar. 
Sebenarnya prinsip awal pasar modern jenis ini adalah melakukan penjualan 
skala besar atau grosir. Tetapi, seiring perkembangannya, hypermarket kini 
menjual barang secara eceran. Ciri-ciri dari hypermarket ini memiliki luas took 
lebih dari 2500 meter persegi. Persyaratan luas area penjualan adalah 35% 
area digunakan untuk penjualan non makanan. Peritel yang masuk dalam 
kategori hypermarket, seperti Giants, Carrefour, Hypermart, dan Lotte Mart. 
Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun 
pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung 
melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang 
(barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara 
mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang 
dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar 
barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh 
dari pasar modern adalah hypermarket dan pasar swalayan (supermarket). 
Pendirian Pasar Modern dikota Makassar mengalami perumbuhan 
yang pesat setiap tahunnya, hal tersebut membuat keberadaan pasar 
tradisional semakin tersudutkan. Pandangan yang diperoleh dari pedagang 
pasar tradisional semakin hari semakin menurun, Kondisi ini berlangsung 
karenaa strategi predatory praicing yang diterapkan oleh pasar modern yang 
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mengakibatkan market share berubah, yang awalnya konsumen membeli 
kepasar tradisional beralih kepasar modern.31  
Setelah terbitnya Perda No. 15 Tahun 2009 tentang perlindungan dan 
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern kurang 
memberikan dampk signifikan terhadap pengendalian pasar modern. Konsep 
perlindungan hanya menjadi aturan formal belaka tanpa bisa ditegakkan. 
Aturan mengenai pendirian pasar modern harus menyertakan dampak sosial 
ekonomi dari pasar tradisional dan usaha kecil yang telah terlebih dahulu 
berada disekitarnya tisak serius, indikasi ke arah permainan antara kelompok 
pengusaha pasar modren bersama pemerintah semakin jelas, segala faktor 
tersebut memberi dampak buruk pada keberadaan pasar tradisional dan 
pedagang didalamnya 
Beberapa pengamat mencatat dari tahun ketahun dimulai dari tahun 
2000 pangsa pasar retail tradisional terus menurun karena semakin 
mengguritanya retail-retail modern. Hal tersebut diperparah dengan adanya 
pergeseran kondisi social ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku retail 
modern yang pada awalnya haya dikunjungi konsumen kelas atas sekarang 
merambah ke konsumen menengah dan bawah. Beberapa kalangan 
menganggap bahwa dengan cara mempeluas pendirian pasar modern di 
Indonesia, bisa berdampak makin baiknya petumbuhan ekonomi serta iklim 
                                                             
31 Opcit. Syahribulang, hal. 135 
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investasi usaha karena diasumsikan bahwa pasar modern memiliki segmen 
yang berbeda dengan pasar tradisional sehingga hal ini tidak menganggu 
stabilitas pasar tradisional. Akan tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian, 
justru antara pasar modern dan pasar tadisional memiliki segmen yang sama 
dan saling berhadap-hadapan dan laagsung secara jelas menunjukkan 
bahwa korban utama adalah pasar tradisional akibat dari persaingan yang 
sengit antara sesama pasar modern. Situasi seperti ini dapat berdampak 
lebih jauh lagi tehadap istilah kegagalan pasar yang akan diderita oleh pasar 
tradisional. 
Keunggulan pasar modern atas pasar tradisional adalah pasar modern 
dapat menjual produk yang relatif sama dengan harga yang lebih murah, 
ditambah dengan kenyamanan berbelanja dan beragam pilihan dan cara 
pembayaran. Tingkat efesiensi yang mereka miliki tak akan dikejar sekuat 
apapun para pelaku pasar tradisional berusaha mengimbanginya. Tingkat 
efesiensi yang berjuang pada konpetitif harga, merupakan perpaduan sumber 
daya yang sangat memdai baikitu uang dan manajemen. Pasar modern 
memiliki nilai jual karena menawarkan hal-hal yang dicari oleh konsumen, 
harga yang murah, diskon, hadiah, transaksi yang mudah, serta kenyamanan 
berbelanja adalah senjata untuk menarik konsumen. 
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Tabel 2.1 Perbedaan Karakteristik Antara Pasar Tradisional dengan 
Pasar Modern 
No Aspek Pasar Tradisional Pasar Modern 
1 Histori Evolusi panjang Fenomena baru 
2 Fisik Kurang baik, sebagian baik Baik dan mewah 
3 Pemilikan/kele
mbagaan 
Milik masyarakat/desa, pemda, 
sedikit swasta 
Umumnya 
perorangan/swasta 
4 Modal Modal lemah/subsidi/swadaya 
masyarakat/inpres 
Modal 
kuat/digerakkan 
oleh swasta 
5 Konsumen Golongan menengah kebawah Umumnya golongan 
menengah ke atas 
6 Metode 
pembayaran 
Ciri dilayani, tawar menawar Ada ciri swalayan, 
pasti 
7 Status tanah Tanah Negara, sedikit sekali 
swasta 
Tanah 
swasta/perorangan 
8 Pembiayaan Kadang-kadang ada subsidi Tidak ada subsidi 
9 Pembangunan Umumnya pembangunan 
dilakukan oleh 
pemda/desa/masyarkat 
Pembangunan fisik 
umunya oleh swasta 
10 Pedagang 
yang masuk 
Beragam, masal, dari sector 
informal sampai pedagang 
menengah dan besar 
Pedagangnya 
(tunggal) atau 
beberapa pedagang 
formal skala 
menengah dan 
besar. 
11 Partisipasi Bersifat masal (pedagang kecil, 
menengah dan bahkan besar 
Terbatas, umumnya 
pedagang tunggal, 
dan menengah ke 
atas 
12 Jaringan Pasar regional, pasar kota, 
pasar kawasan 
System rantai 
korporasi nasional 
atau bahkan terkait 
dengan modal luar 
negeri (manajemen 
tersentralisasi) 
Sumber: CESS (1998) 
 
44 
 
2.6. Kerangka Konseptual 
Berangkat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota Makassar 
yaitu peraturan daerah nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan 
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Selama 
dikeluarkannya peraturan daerah ini tujuh tahun yang lalu belum mampu 
menunjukkan dampak yang signifikan sehingga hanya menjadi aturan formal 
belaka. Beberapa tahun terkhir ini pasar tradisional khususnya di wilayah 
kota Makassar terus mengalami tekanan dari maraknya pembangunan pasar 
maupun retail modern. Tentunya berdampak pada pedagang dan 
keberadaan pasar tradisional itu sendiri. Pada kenyataannya pengelolaan 
pasar tradisional telah dikelolah oleh pemerintah kota Makassar melalui 
perusahaan daerah (PD) pasar raya Makassar. Namun kondisi pasar masih 
belum mampu bersaing dengan pengelolaan pasar modern yang jauh 
tertinggal dari segala aspek.  
Berdasarkan peraturan daerah tersebut pemerintah kota Makassar 
beserta seluruh perangkatnya terkhusus Dinas Perindustrian Perdagangan 
Dan Perusahaan Daerah Pasar Raya Makassar berperan dan berkewajiban 
memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perkembangan pasar 
tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan nyama agar mampu 
bersaing dan menjadi pilihan berbelanja bagi masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhannya. 
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Untuk lebih jelasnya penulis menggambarkan secara singkat 
melalui bagan kerangka konsep berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 
 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional 
Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar 
Dinas Perindustrian Perdagangan 
dan Penanaman Modal 
Perusahaan Daerah Pasar Raya 
Makassar 
Pasar Tradisional 
 
Pemerintah Kota Makassar 
Perlindungan dan 
Pemberdayaan Pasar 
Tradisional 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di pasar tradisional yang terdapat di kota 
Makassar. Ada sebanyak dua puluh unit pasar tradisional yang terdaftar dan 
di kelola oleh PD Pasar Raya Makassar. Peneliti memilih empat pasar 
tradisional yang menjadi titik fokus lokasi penelitian yang dianggap 
merepresentasikan semua pasar tradisional yang ada di kota Makassar dan 
di tambah satu dari pasar modern sebagai bahan perbandingan dalam 
penelitian ini. 
 Pasar tradisional yang dipilih yaitu: 
o Pasar Terong (Jalan Terong, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan 
Bontoala) 
o Pasar Niaga Daya (Kompleks Niaga Daya, Kelurahan Daya, 
Kecamatan Biring Kanaya) 
o Pasar Mandai (Jalan Perintis Kemerdekaan KM 22,  Kelurahan 
Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya) 
o Pasar Pa’baeng-baeng (Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan 
Pa’baeng-baeng, Kecamatan Tamalate) 
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 Pasar Modern yaitu Panakukang Square (Jalan Boulevard, 
Panakukkang) 
3.2. Dasar dan Tipe Penelitian 
 Dasar penelitian ini adalah observasi mendalam yaitu metode 
pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk 
mengumpulkan data-data dan fakta-fakta baik melalui wawancara langsung 
ataupun melalui pengamatan terhadap kondisi-kondisi yang berhubungan 
dengan obyek penelitian.  
 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, 
yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena 
atau kenyataan social, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang 
berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini 
bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang perlindungan dan 
pemberdayaan pasar tradisional di kota Makassar. 
3.3. Informan Penelitian 
 Informan dalam penelitian ini adalah beberapa perangkat instansi 
pemerintahan yang berkaitan dan perusahaan terkait perlindungan dan 
pemberdayaan pasar tradisional, dengan metode Purposive Sampling maka 
dipilih informan yang merupakan pimpinan dari setiap perangkat kerja 
instansi dan perusahaan yang menyangkut perolehan data dalam penelitian 
ini, adapun informan yang diteliti adalah sebagai berikut : 
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a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Komisi Ekonomi 
DPRD Kota Makassar. 
b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota 
Makassar. 
c. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Raya Kota Makassar. 
d. Pengelola dan Pedagang Pasar Tradisional. 
e. Pengelola Pasar Modern  
f. Masyarakat. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
a) Data Primer, adalah data yang diperoleh dari informan penelitian yang 
telah dipilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer 
diperoleh melalui : 
1. Observasi yaitu peneliti terjun mengamati secara langsung objek yang 
diteliti. 
2. Interview atau wawancara secara mendalam mengenai penelitian 
dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun 
sebelumnya. 
b) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui : 
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1. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur, buku-buku 
atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data 
online dengan menggunakan fasilitas internet. 
2. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris 
yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
3.5. Analisis Data 
 Menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisa 
secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan 
dituangkan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini bertujuan 
untuk menggambarkan secara sistematika fakta-fakta dan data-data yang 
diperoleh. Serta hasil penelitian baik dari hasil study lapang maupun study 
literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian menjadi 
sebuah kesimpulan. 
 Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hal ini 
dimaksudkan agar tetap berada dalam fokus penelitian, penulis 
menggambarkan masalah yang terjadi menggunakan argumen yang jelas 
dan memfokuskan perhatian pada pengumpulan data serta informasi melalui 
observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya data dan informasi 
tersebut dianalisa secara kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan 
menelaah terlebih dahulu seluruh data yang tersedia, kemudian dilakukan 
penarikan kesimpulan secara induktif. 
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 Karena analisa penelitian ini bersifat deskriptif, maka penyajian data 
disajikan dalam bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau 
menggambarkan peran pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan 
pasar tradisional di kota Makassar. 
 Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses 
pengumpulan data berlangsung. Analisa data dilakukan melalui tiga alur, 
yakni: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan ataupun 
verifikasi. 
3.5.1. Reduksi Data 
 Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, 
penyederhanaan pengabstraksian data dari catatan lapangan (field note). 
Proses ini berlangsung sepanjang penelitian yang dilakukan sekitar sebulan, 
dimulai dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, 
menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo.  
 Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian ini 
selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan 
mengatur sedemikian rupa sampai kesimpulan akhir didapatkan. 
3.5.2. Sajian Data 
 Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan 
kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis 
mencoba lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan 
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untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan 
pemahaman tersebut. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya 
tentunya akan banyak membantu.  
3.5.3. Penarikan Kesimpulan 
 Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami apa 
arti dari berbagai hal yang ia temui dengan mulai melakukan pencatatan 
pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat 
dan berbagai proposisi. Hal itu diverifikasi dengan temuan-temuan data 
selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir. 
3.6. Defenisi Operasional 
 Untuk mengarahkan penelitian maka perlu mengembangkan defenisi 
operasional sebagai berikut: 
a) Peran merupakan prilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan 
posisi pada suatu unit dari struktur sosial. Peran Pemerintah berkaitan 
dengan tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri (pelayanan, 
pemberdayaan dan pembangunan). 
b) Pemerintah kota yang dimaksud ialah pemerintahan daerah yang 
melingkupi wilayah kota Makassar. Penelitian ini mengambil konsep 
pemerintah dalam dua unsur yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif 
diperankan oleh pemerintah kota dan dinas terkait yakni disperindag dan 
PD Pasar Raya, legislatif diperankan oleh DPRD kota Makassar. 
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c) Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi 
pasar tradisional dari persaingan yang tidak sehat sehingga tetap eksis 
dan mampu berkembang menjadi lebih baik layaknya suatu usaha.  
Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, 
kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 
dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan dalam aspek:  
1. Kepastian hukum dan jaminan keberlansungan usaha dalam pasar 
tradisional  
2. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional.  
3. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern.  
d) Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam 
memberdayakan pasar tradisional agar mampu berkembang menjadi 
suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik 
atau tempat sarana dan prasarana. Dalam melakukan pemberdayaan 
pada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta 
pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintan daerah 
berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek yaitu: 
1. Pembinaan kepada pedagang pasar tradisional. 
2. Pemberian subsisdi kepada pasar tradisional. 
3. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada di 
dalamnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1  Gambaran Umum Kota Makassar  
Kota Makassar terbentuk sebagai suatu daerah otonom berdasarkan 
Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tercantum 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. 
Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah 
Tingkat II Kotamadya Makassar. 
Tanggal 31 Agustus 1971 nama Kota Makassar berubah menjadi 
Ujung Pandang, hal tersebut diatur berdasrkan Peraturan Pemerintah Nomor 
51 Tahun 1971. Saat itu Kota Makassar dimekarkan dari 21 Km2 menjadi 
115,87 Km2, terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 62 lingkungan dengan 
penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari 
wilayah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene 
Kupulauan.  
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Pada masa jabatan Presiden BJ. Habibie nama Kota Makassar 
dikembalikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 
tentang Perubahan Nama Kota Madya Ujung Pandang menjadi Kota 
Makassar. Dalam konsederan perubahan tersebut disebutkan bahwa 
perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang dengan 
mendapat dukungan DPRD Tk. II dan perubahan ini sejalan dengan pasal 5 
ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, bahwa 
perubahan nama daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
Tahun 2014 Kota Makassar telah berusia 407 tahun sesuai Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar 
tanggal 9 Nopember 1607, hal tersebut hasil dari semua elemen masyarakat 
Kota Makassar mulai dari Budayawan, Pemerintah, dan Masyarakat yang 
mengadakan penelusuran dan pengkajian sejarah Makassar. 
Kota Makassar biasa juga disebut Kota Daeng atau Kota Anging 
Mamiri. Daeng adalah salah satu gelar dalam strata atau tingkat masyarakat 
di Makassar atau di Sulawesi Selatan pada umumnya, Daeng dapat pula 
diartikan “kakak”. Ada tiga klasifikasi “Daeng”, yaitu: nama gelar, panggilan 
penghormatan, dan panggilan umum. Sedang Anging Mamiri artinya “angin 
bertiup” adalah salah satu lagu asli daerah Makassar ciptaan Borra Daeng 
Ngirate yang sangat populer pada tahun 1960-an. 
Wilayah Kota Makassar 175,77 km2, maka batas–batas wilayahnya 
berubah, sebagai berikut: 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan (Pangkep), dan Kabupaten Maros. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten 
Gowa. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten 
Takalar. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Adapun nama–nama Kepala Pemerintahan Kota Makassar sebagai 
berikut: 
 
a. Sampara Dg. Lili (1951-1952) 
b. Achmad Dara Syachruddin (1952-1957) 
c. M. Junus Dg. Mile (1957-1959) 
d. Latif Dg. Massikki (1959-1962) 
e. H. Arupala (1962-1965) 
f. Kol.H.M.Dg. Patompo (1962-1976) 
g. Kol. Abustam (1976-1982) 
h. Kol. Jancy Raib (1982-1988) 
i. Kol. Suwahyo (1988-1993) 
j. H.A. Malik B. Masry,SE.MS (1994-1999) 
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k. Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH.Msi (1999-2004) 
l. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2004 - 2008) 
m. Ir. H. Andi Herry Iskandar, MSi (2008 - 2009)  
n. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2009 - 2014) 
o. Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto (2014 sampai Sekarang) 
4.1.1 Letak Geografis Kota Makassar 
Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 
geografis Kota Makassar terletak di pesisir Pantai Barat bagian Selatan 
Sulawesi Selatan, pada titik koordinat 119˚ 24’17’38” Bujur Timur dan 5˚ 
8’6’19” Lintang Selatan. Secara administratif Kota Makassar mempunyai 
batas-batas wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten 
Gowa, Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Maros, Sebelah Timur 
berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah Barat berbatasan dengan 
Selat Makassar.  
Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota 
Makassar berkisar 0,5-10 meter dari permukaan laut. Kota Makassar memiliki 
luas wilayah 175,77 km2 yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143 
Kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki 
wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. 
Gambar 4.1 : Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar 
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Sumber : WebSite Kota Makassar- Peta Administrasi Kota Makassar 
Adapun pulau-pulau wilayah Kota Makassar merupakan bagian dari 
dua kecamatan yaitu kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-
pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang yang terdiri dari 12 pulau, 
bagian dari gugsan pulau-pulau Sangkarang. Pualu tersebut adalah Pulau 
Lanjukang, Pulau Langkai, Pulau Lumu-lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau 
Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-lae, Pulau Gusung dan 
Pulau Kayangan. 
4.1.2 Visi dan Misi 
Visi : ”MEWUJUDKAN KOTA DUNIA UNTUK SEMUA, TATA LORONG 
BANGUN KOTA DUNIA” 
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Misi : 
a. Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar 
dunia; 
b. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia; dan 
c. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas 
bebas korupsi.  
Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia 
a. Menuju bebas pengangguran. 
b. Jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua. 
c. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam. 
d. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah. 
e. Sampah kita DIA tukar beras. 
f. Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan. 
g. Rumah kota murah untuk rakyat kecil. 
h. Hidup hijau dengan kebun kota. 
Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia 
a. Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya. 
b. Bentuk badan pengendali pembangunan kota. 
c. Bangun waterfront city selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar. 
d. Bangun sistem transportasi publik kelas dunia. 
e. Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia. 
f. Bangun biringkanal city dan delapan ikon kota baru lainnya. 
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g. Bangun taman temati. 
h. Tata total lorong. 
Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas 
korupsi 
a. Menuju PAD Rp.1 Triliun 
b. Insentif progersif semua aparat RT dan RW Rp 1 juta perbulan 
c. Pelayanan publik langsung ke rumah 
d. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan 
e. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu 
f. Bebas bayar internet di ruang publik kota “Makassar Cyber City” 
g. Bentuk Makassar Incoorporated dan Bank of Makassar 
4.1.3 Secara Administratif 
Kota Makassar merupakan kota tebesar keempat di Indonesia dan 
terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki luas areal 75,77 km2. 
Secara jelas dilihat pada Tabel: 
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Tabel 4.1. Luas wilayah, Jumlah: Kelurahan, dan Penduduk Kota 
Makassar 2014 
No. Kecamatan 
Luas 
Wilayah 
Jumlah 
Kelurahan 
Jumlah 
Penduduk/Jiwa 
1. Mariso 1,82 9 59.612 
2. Mamajang 2,25 13 65.824 
3. Tamalate 20.21 10 165.979 
4. Rappocini 9,23 10 156.427 
5. Makassar 2,52 12 67.088 
6. Ujung Pandang 2,63 10 31.365 
7. Wajo  1,99 8 38.214 
8. Bontoala 2,52 14 90.900 
9. Ujung Tanah  5,94 12 52.532 
10. Tallo  5,83 15 147.224 
11. Panakukang  17,05 11 147.659 
12. Manggala,  24,14 6 108.185 
13. Biringkanaya  48,22 7 140.691 
14. Tamalanrea. 31,85 6 97.530 
Total 175,77 143 1.370.080 
Sumber: BPS Kota Makassar 2014 
Tabel diatas, menunjukkan bahwa wilayah terluas yaitu Kecamatan 
Biringkanaya 48,22 km2, sedangkan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Mariso 
dengan luas 1,82 km2. Kota Makassar sudah menjadi kota Metropolitan. 
Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat 
perdagangan dan jasa, pusat kegiatan 60ndustry, pusat kegiatan 
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pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut 
maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. 
Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 
kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian anatara 0-25 m dari permukaan 
laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2014 adalah 1.370.080 jiwa. Kota 
Makassar terdiri dari beberapa etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Cina, etnis 
Toraja, etnis Mandar, etnis Bima (Nusa Tenggara Barat) dan lain – lain. 
Terlihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak yaitu Kecamatan 
Tamalate dengan jumalh penduduk 165.979 jiwa, berbatasan di sebelah 
utara dengan Kecamatan Mamajang, di sebelah timur kabupaten gowa, di 
sebelah selatan kabupaten Takalar dan di sebelah barat dengan Selat 
Makassar. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu kecamatan 
Ujung Pandang dengan jumlah penduduk 31.365 jiwa, terletak di pesisir 
bagian barat Kota Makassar dengn luas wilayah 2,63 km2 dengan batas 
wilayah sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Wajo, sebelah timur 
berbatasan dengan kecamatan Bontoala dan kecamatan Makassar, sebelah 
selatan berbatasan dengan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Mariso 
dan sebelah barat dengan Selat Makassar. 
Mayoritas penduduk Makassar beragama islam, dalam sejarah 
perkembangan islam Makassar adalah kota kunci dalam penyebaran agama 
islam ke 61ndustry61n, Philipina Selatan, NTB, dan Maluku. Kota Makassar 
disamping sebagai daerah transit para wisatawan yang akan menuju ke Tana 
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Toraja dan daerah–daerah lainnya, juga memiliki potensi obyek wisata 
seperti: Pulau Lae–lae, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Obyek Wisata 
peninggalan sejarah lainnya seprti: Museum Lagaligo, Benteng Somba Opu, 
Makam Syekh Yusuf, Makam Pengeran Dipenogoro, Makam Raja – Raja 
Tallo, dan lain–lain. Fasilitas penunjang tersedia sejumlah hotel, tempat 
wisata, selain itu juga terdapat obyek wisata Tanjung Bungan yang potensial. 
4.1.4. Kondisi Sosial Budaya Kota Makassar 
Penduduk Kota Makassar adalah masyarakat yang majemuk dilihat 
dari agama dan keyakinan yang mereka anut. Berdasarkan hasil sensus 
penduduk menunjukkan penduduk Kota Makassar beragama Islam sebesar 
88,20 ersen, Protestan 6,63 persen, Katolik 3,20 persen, Budha 1,61 persen, 
Hindu 0,20 persen, dan lain-lain 0,16 persen. Selain keanekaragaman latar 
belakang agama, penduduk Kota Makassar juga mempunyai 
keanekaragaman latar belakang suku bangsa dan budaya.  
Penduduk Kota Makassar terdiri dari 4 suku bangsa, terbesar adalah 
suku Makassar 42,61 persen, suku Bugis 32,19 persen, suku Mandar 6,42 
persen, suku toraja 5,91 persen, dan lain lain 12,65 persen. Perkembangan 
pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana 
peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan umat Islam berupa 
mesjid dan mushalla pada tahun 2009 masing-masing berjumlah 923 buah 
dan 48 buah. Tempat peribadatan Kristen berupa gereja masing-masing 137 
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buah gereja protestan dan 8 buah gereja katholik. Tempat peribadatan untuk 
agama Budha dan Hindu masingmasing berjumlah 26 buah dan 3 buah.  
Dalam kemajemukan 63ndust budaya, masyarakat Kota Makassar 
diharapkan pada arus informasi yang sangat deras yang kemudian nilai-nilai 
baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai 
tersebut dalam batas-batas tertentu dapat menjadi ancaman kultural 
terhadap nilai-nilai budaya yang telah ada serta rangkaian terciptanya area 
konflik kultural. 
Kota Makassar sebagai pusat pembangunan dan pelayanan niaga dan 
jasa Sulawesi Selatan dan bahkan di Kawasan Timur Indonesia, membawa 
konsekuensi daerah ini sebagai tujuan mobilitas penduduk baik karena 
alasan pekerjaan maupun karena alasan pendidikan. Data hasil survey 
mengungkapkan bahwa alasan utama migran masuk ke Kota Makassar 
adalah alasan pendidikan 63,4 persen, alasan pekerjaan dan mencari 
pekerjaan 17, 2 persen. Sementara khusus jumlah migran yang pindah ke 
Makassar lima tahun terakhir sebesar 10,42 persen dari total jumlah 
penduduk Kota Makassar . Faktor-faktor yang disebutkan ini, ditambah 
dengan mudahnya para imigran untuk mendapatkan kartu penduduk diduga 
berpotensi sebagai penyebab besarnya angka pengangguran di samping 
pertumbuhan ekonomi 63ndust-sektor yang menyerap tenaga kerja yang 
tidak sebanding dengan angka pertumbuhan pencari kerja. Selain itu, Kota 
Makassar juga masih dihadapkan pada isu strategis berupa perlunya 
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kesetaraan gender dan pengembangan potensi pemuda yang dapat 
mendukung akselerasi pembangunan kota dalam berbagai dimensi 
kepentingan.  
4.1.5.  Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar 
Berdasarkan Peraturan Daerah kota Makassar Nomor  7 tahun 2013 
tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi perangkat daerah Kota Makassar dan 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 9 Tahun 2014 tentang uraian tugas dan 
fungsi jabatan structural pada Dinas Perindustrian dan perdagangan kota 
Makassar. 
4.1.5.1.  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Makassar 
a. Tugas Pokok 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok yaitu 
merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang 
perindustrian dan perdagangan. 
b. Fungsi 
Sementara fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Makassar yaitu : 
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a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, 
pengembangan dan pemberdayaan di bidang perindustrian dan 
perdagangan. 
b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengendalian serta 
pengawasan pemberian izin dibidang perindustrian dan 
perdagangan  
c. Penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan usaha 
sarana perdagangan, pendaftaran  perusahaan, pengawasan dan 
penyuluhan. 
d. Pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang 
perlindungan konsumen serta kemetrologian 
e. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian, pengawasan dan 
pembinaan usaha serta promosi produk hasil perindustrian dan 
perdagangan. 
f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan 
pengkajian perizinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian 
dan perdagangan 
g. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya. 
h. Pelaksanaan kesekretariatan dinas. 
i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis. 
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4.1.5.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas  
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota 
Makassar, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Subbagian Keuangan; 
c. Subbagian Perlengkapan. 
c. Bidang Perindustrian, terdiri atas : 
a. Seksi Sarana Industri; 
b. Seksi Usaha Industri; 
c. Seksi Bimbingan Produksi. 
d. Bidang Perdagangan, terdiri atas : 
a. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan 
b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Perusahaan; 
c. Seksi pengkajian dan Pengawasan. 
e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian, terdiri atas: 
a. Seksi Perlindungan Konsumen; 
b. Seksi Pengawasan Kemetrologian; 
c. Seksi Tertib Niaga dan Distribusi . 
f. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha, terdiri atas: 
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a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Usaha; 
b. Seksi Informasi dan Promosi; 
c. Seksi Pemberdayaan dan Penyuluhan. 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan Struktur Organisasi Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar sebagaimana tersebut di 
bawah ini : 
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Gambar 4.1. 
STRUKTUR ORGANISASI  
DISPERINDAG KOTA MAKASSAR 
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4.1.5.3.  Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Makassar 
 Visi Kota Makassar adalah “MAKASSAR KOTA DUNIA YANG 
NYAMAN UNTUK SEMUA” Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis dengan kewenangan di Bidang 
Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan Visi sebagai pedoman 
atau acuan dalam rangka menselaraskan dengan Visi Pemerintah Kota 
Makassar yaitu :  “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG 
BERWAWASAN LINGKUNGAN“ 
 “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan 
Industri” 
1. Kreatif mengandung makna : Dalam setiap kegiatan masyarakat harus 
memiliki daya cipta atau  kemampuan untuk menciptakan sesuatu 
dengan kecerdasan dan imajinasi agar  dapat bertahan menghadapi 
suatu perubahan di masa yang akan datang. 
2. Inovatif mengandung makna : Dalam meningkatnya kualitas Sumber 
Daya Manusia sekaligus dalam memecahkan persoalan dari beberapa 
aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan Ilmu 
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Pengetahuan Teknologi perlu mencoba memperkenalkan sesuatu hal 
yang baru. 
3. Peduli mempunyai makna : Dalam kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat tentunya terdapat interaksi dari berbagai komponen 
lapisan masyarakat, tidak setiap orang/warga mendapatkan 
kesempatan, memiliki kelebihan, memiliki kemampuan yang sama untuk 
itu perlu ditanamkan rasa kepedulian untuk mengurangi tingkat 
kesenjangan dalam masyarakat. 
4. Mandiri mengandung makna : Dengan Kreatifitas, pemikiran-pemikiran 
yang penuh inovasi dan selalu peduli maka diharapkan melahirkan 
manusia-manusia unggul yang mandiri tidak selalu bergantung pada 
orang lain saat menghadapi perubahan. 
”Perdagangan yang berwawasan lingkungan” 
1. Penataan sarana dan Prasarana perdagangan yang tidak 
mengganggu fungsi  lingkungan  terutama di bidang transportasi, 
fungsi pasar modern,  dan disesuaikan RTRW Kota Makassar 
Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi yang 
ditetapkan adalah sebagai berikut  : 
1. Menguatkan tata niaga yang sehat bagi kelompok masyarakat 
perindustrian dan perdagangan dalam bentuk pemberian pengetahuan 
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dan kemampuan manajemen melalui pendidikan dan pelatihan yang 
berkualitas; 
2. Menguatkan Pasar dalam negeri dan luar negeri serta meningkatkan 
promosi dalam negeri dan luar negeri dalam era 
globalisasi/perdagangan bebas;  
3. Menguatkan struktur, peningkatan nilai tambah, serta penguasaan 
tehnologi yang berwawasan lingkungan; 
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam kaitannya dengan hak–
hak konsumen sebagai upaya perlindungan konsumen. 
4.1.5.4. Tujuan dan Sasaran 
 Tujuan yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi 
Dinas Perindustrian dan PerdaganganKota Makassar yaitu : 
1. Menciptakan pangsa pasar yang luas dengan memanfaatkan pola tata 
kelola Perindustrian dan Perdagangan yang terintegrasi ke dalam 
system distribusi yang akurat, dengan sasaran Menjadikan pelaku 
usaha dan stakeholder lainnya sebagai pengusaha yang professional di 
bidangnya; 
2. Menciptakan iklim usaha perdagangan, akses pasar, fasilitas 
perdagangan, daya saing produk dan penciptaan jaringan distribusi 
yang efisien, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan sasaran 
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Menjadikan pasar, baik dalam maupun luar negeri sebagai satu–
satunya sarana yang mampu meningkatkan ekonomi pelaku usaha; 
3. Menciptakan struktur yang kuat dan dapat menunjang pembangunan, 
meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan penguasaan tehnologi 
yang berwawasan lingkungan dengan sasaran Menjadikan sebagai 
salah satu basis utama dalam menunjang pembangunan regional yang 
berwawasan lingkungan; 
4. Menciptakan konsumen/masyarakat yang cerdas yang memahami dan 
mengetahui tentang hak–hak konsumen sebagai upaya melindungi 
konsumen dari hal–hal yang sifatnya dapat merugikan konsumen 
dengan sasaran Menjadikan konsumen yang tahu dan mengerti tentang 
hak–hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha; 
5. Terdukungnya kinerja organisasi melalui pelayanan administrasi 
perkantoran yang baik, penyediaan sarana dan prasarana aparatur 
yang memadai, peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur, serta 
perencanaan dan penganggaran, dengan sasaran : 
- Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi 
perkantoran ; 
- Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana aparatur; 
- Meningkatnya indeks kehadiran pegawai; 
- Meningkatnya cakupan kompetensi aparatur; 
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- Meningkatnya persentase  capaian kinerja yang termuat dalam citizen 
charter SKPD 
4.1.5.5. Strategi dan Kebijakan  
Arah kebijakan yang akan di laksanakan oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Makassar ditujukan untuk mendukung arah kebijakan 
Pemerintah Kota Makassar, mewujudkan Visi Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Makassar yaitu “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN 
PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”. Ini tentunya 
menjadi acuan dan pedoman dalam setiap langkah dan Kebijakan Strategis 
bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar dalam penentuan 
secara umum arah dan kebijakan yang akan di tempuh untuk lima tahun 
kedepan.  Adapun arah dan kebijakan dimaksud yaitu  : 
1. Penataan Pedagang Kaki Lima/Asongan dan meningkatkan kemitraan 
dengan sentra–sentra produk local dalam mengembangkan industry 
kreatif tradisional; 
2. Penataan Struktur ekonomi perkotaan melalui penataan ruang aktifitas 
maupun pola konsumsi, distribusi dan produksi yang baik; 
3. Pengembangan kemitraan usaha kecil, menengah dan besar dalam 
rangka menunjang pengembangan ekonomi berwawasan lingkungan; 
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4. Penataan dan penciptaan lapangan kerja baru secara komprehensif dan 
berkesinambungan bagi terwujudnya ketahanan ekonomi masyarakat. 
4.1.7.  Profil Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya 
Pemerintah Kota Makassar membentuk Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya sebagai pengganti Dinas Pengelolaan Pasar dengan dasar 
pembentukannya Perda No. 4 Tahun 1999 tentang pembentukan PD. Pasar 
Makassar Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No, 17 
Tahun 2002 dan ditindaklanjuti dengan SK. Walikota Nomor 8175 Tahun 
1999 tanggal 11 Desember 1999, kemudian diperkuat dengan Peraturan 
Daerah No. 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota 
Makassar. 
4.1.7.1 Struktur Organisasi PD Pasar Makassar Raya  
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya adalah salah satu 
perusahaan BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dan 
Walikota Makassar bertindak selaku Owner (pemilik) perusahaan. Sesuai 
dengan Peraturan Walikota Makassar No. 12 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 
2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan 
Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar 
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Gambar 4.2. Struktur Organisasi PD Pasar Makassar Raya 
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Berikut daftar unit pasar yang di kelola perusahaan daerah (PD) Makassar 
Raya: 
1. Unit Pasar Makassar Mall 
2. Unit Pasar Terong 
3. Unit Pasar Butung 
4. Unit Pasar Kampung Baru 
5. Unit Pasar Pannampu 
6. Unit Pasar Kalimbu 
7. unit pasar Kerung-Kerung 
8. Unit Pasar Maricaya 
9. unit pasar Cendrawasih 
10. Unit Pasar Sawah 
11. Unit Pasar Mamajang 
12. Unit Pasar Sambung Jawa 
13. Unit Pasar Pa‘baeng-Baeng 
14. Unit Pasar Pa‘baeng-Baeng Timur 
15. Unit Pasar Parang Tambung 
16. Unit Pasar Panakukang 
17. Unit Pasar Niaga Daya 
18. Unit Pasar Mandai   
19. Unit Pasar Darurat Utara 
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20. Unit Pasar Darurat Selatan 
4.1.7.2 Rencana Pengembangan 
1). Peningkatkan Kinerja Pendapatan 
Berkaitan dengan peningkatan kinerja pendapatan, maka Bisnis Plan PD. 
Pasar Makassar Raya sebagai berikut: 
a. Melakukan perubahan PERDA Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi 
Pasar dan Pusat Perbelanjaan 
b. Melakukan usaha-usaha intentifiksi dan ekstentifikai terhadap objek jasa 
pengelolaan pasar melalui Tim Penagih/Monitor yang dibentuk 
c. Memberikan bantuan kredit permodalan kepada pedagang melalui 
kerjasama dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar 
d. Memanfaatkan secara optimal sarana./prasarana pasar yang ada 
e. Menetapkan sanksi yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan 
berlaku 
f. Mengefektifkan pengawasan internal dan eksternal kepada aparat 
g. Memperbaiki dan memperbaharui data potensi yang ada sehingga 
diperoleh data-data yang akurat dan objektif 
2). Pengingkatkan Pelayanan Kebersihan 
Pendapatan dan penanganan masalah kebersihan pasar merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dengan usaha-usaha Perusahaan Daerah 
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(PD) Pasar Makassar Raya dalam peningkatan pelayanannya kepada 
masyarakat pengguna pasar.  
Berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan kebersihan, maka 
Bisnis Plan PD. Pasar Makassar Raya ke depan adalah : 
a. Meningkatkan kuatitas dan kualitas kerja parat kebersihan 
b.  Melakukan perbaikan saluran drainase 
c. Menambah jumlah container dan tong sampah di lokasi pasar yang 
berpotensi besar menimbulkan tumpukan sampah 
d. Mebuat landasan kontainer sampah 
e. Meningkatkan kapasitas pengangkutan 
4.1.7.3 Landasan Hukum dan Operasional Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya 
a. Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar 
b. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok 
Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD Pasar Makassar 
Raya Kota Makassar 
c. Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2002 tentang Perubahan Perda 
Nomor 4 tahun 1999 
d. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar 
dalam Wilayah Daerah Kota Makassar 
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e. Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 tahun 2004 tentang Petunjuk 
Teknik Pelaksanaan Perda Nomor 12 tahun 2004  
f. Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2006 tentang Perubahan Struktur 
dan Tata Kerja Perusaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota 
Makassar 
4.1.7.4 Visi dan Misi PD Pasar Raya Makassar 
 Visi PD Pasar Raya Makassar adalah “Menjadikan Pasar Tradisional 
Dan Modern Sebagai Sarana Unggulan Dalam Penggerak Unggulan 
Ekonomi Kota Makassar berbasis Sombere, tidak Rantasa dan Smart”. Misi 
yang di bawa yaitu “Menyediakan Pasar Tradisional Dan Modern Yang 
Bersih, Nyaman, Aman dan menjadi wahana interaksi social yang ramah bagi 
warga dengan dukungan layanan smart city”. 
4.1.7.5 Tujuan dan Manfaat PD Pasar Raya Makassar 
1). Tujuan 
a. Untuk menganalisis potensi perusahaan yang dapat dikembangkan melalui 
upaya intensifikasi, ekstensiikasi maupun diversitifikasi sebagai pendapat 
PD. Pasar Makassar Raya dan sumber PAD Kota Makassar 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memperngaruhi peningkatan 
pendapatan dan pengembangan PD. Pasar Makassar Raya 
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c. Menentukan strategi peningkatan pendapatan dan pengembangan 
perusahaan melalui optimalisasi pengelolaan potensi perusahaan yang 
dimiliki. 
2). Manfaat 
a. Sabagai bahan pengambilan keputusan bagi Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya dalam menentukan tergat pendapatan dalam kurung 
waktu satu sampai lima thun ke depan. 
b. Dapat dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan 
pendapatan bagi perusahaan dari waktu ke waktu . 
c. Sebagai bahan masukan bagi Perusahaan Daerah Pasar Makassar 
Raya dalam mengambil suatu keputusan strategi yang berkaitan 
dengan peningkatan pelayanan dan pendapatan. 
4.2. Pasar Tradisional di Kota Makassar 
Terdapat 20 unit pasar tradisional yang di kelola langsung oleh PD 
Pasar Makassar Raya termasuk dua pasar darurat yang sector utara dan 
sector selatan, yaitu: Unit Pasar Makassar Mall, Unit Pasar Terong, Unit 
Pasar Butung, Unit Pasar Kampung Baru, Unit Pasar Pannampu, Unit Pasar 
Kalimbu, unit pasar Kerung-Kerung, Unit Pasar Maricaya, unit pasar 
Cendrawasih, Unit Pasar Sawah, Unit Pasar Mamajang, Unit Pasar Sambung 
Jawa, Unit Pasar Pa‘baeng-Baeng, Unit Pasar Pa‘baeng-Baeng Timur, Unit 
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Pasar Parang Tambung, Unit Pasar Panakukang, Unit Pasar Niaga Daya, 
Unit Pasar Mandai, Unit Pasar Darurat Utara, Unit Pasar Darurat Selatan. 
Setiap unit pasar memiliki kepala unit atau lebih dikenal sebgai kepala 
pasar yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi PD Pasar Makassar 
Raya. Dari ke dua puluh unit pasar tradisional tersebut penulis telah memilih 
empat unit pasar tradisional sebagai lokasi penelitian yang memiliki 
karakteristik dan ciri khasnya masing-masing untuk merepresentasikan 
seluruh pasar tradisional di kota Makassar. Keempat pasar tersebut adalah 
unit pasar pa’baeng-baeng, unit pasar terong, unit pasar niaga daya dan unit 
pasar mandai. 
4.2.1 Pasar Pa’baeng-baeng. 
 Unit pasar pa’baeng-baeng didirikan pada tahun 1961 sebagai pasar 
tradisional, pada awalnya di kelola oleh Pemda Tk. II. Di bangun di jalan 
Sultan Alauddin kota Ujung Pandang yang sekarang menjadi Makassar, 
kurang lebih 2,5 Ha luasnya. Pada tahun 1995 resmi menjadi Dinas 
Pengelola pasar pada pemda Tk. II yang saat ini menjadi Perusahaan 
Daerah Pasar Makassar Raya. Pasar pa’baeng-baeng terbagi 2 kawasan 
yang di tengahi oleh sebuah kanal. Pasar ini mulai beraktifitas pada jam 5 
subuh hari terkhususnya pada aktifitas penggilingan daging dan bongkar 
muat pedagang sayur.  
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“…dari jam lima subuh itu mulai ramai mi ini pasar di 
penggilingan daging toh, sama mobil penjual sayur bongkar 
muatannya…” 32 
 Aktifitas pedagang mulai memadati pasar baeng-baeng pada subuh 
menjelang pagi. Mulai beroperasinya mesin penggilingan daging di tengah-
tengah pasar. Mobil angkutan berisi sayur mayor dari berbagai daerah 
membongkar muatannya disabut oleh pedagang pasar yang akan menjual 
kembali sayurnya di pasar ini. 
Ada dua kategori pedagang yaitu pedagang resmi dan pedagang kaki 
lima. Pedagang resmi adalah mereka yang menempati lods atau toko untuk 
berjualan dipasar dengan menggunakan sewa dan hak guna pakai.  
Sedangkan pedagang kaki lima adalah mereka yang berjualan di pasar 
menggunakan tempat non permanent seperti tenda dan membayar sewa. 
Kebanyakan pedagang berasal dari daerah Makassar, Gowa dan takalar di 
pasar ini. Bagi pedagang yang juga berprofesi sebagai petani di 
daerahnya pada musim panen mereka pulang ke kampung halamannya. 
Namun pada umumnya pedagang yang berprofesi sebagai pedagang kaki 
lima di emperan pasar baeng-baeng ini.  
Pasar pa’baeng-baeng telah di renovasi di akhir tahun 2009 
menghabiskan anggaran sampai 12,5 Miliyar dana pembangunan dari 
anggaran kementrian melalui pemerintah kota dalam hal ini Disperindag. 
                                                             
32 Wawancara dengan pak Laesa (Kepala Unit Pasar Pa’baeng-baeng), pada  24 april 2016 
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“…baru beberapa tahun yang lalu itu di tahun 2009 sembilan ini 
pasar di renovasi pemerintah. Dananya itu sekitar 12,5 Miliyar, 
lumayan banyak sekali mi itu, tapi setelah kembali di tempati 
pedagang menjual kembali seperti ini….”33 
  Namun setelah pembangunan pasar ini ternyata belum mampu 
memberikan sarana dan prasarana yang memadai karena masih Nampak 
kumuh dan semrawut. Berikut rekapitulasi pedagang resmi dan pedagang 
kaki lima di pasar baeng-baeng: 
Tabel. 4.2. Rekapitulasi Pedagang Resmi Pasar Pabaeng-baeng 
No Uraian Jumlah 
(Petak) 
Jasa Pengguna 
Harian 
Jasa Produksi 
Aktif Tidak 
aktif 
Aktif Tidak 
aktif 
1 Front Toko 33 33 0 33 0 
2 Lods 1 6 6 0 6 0 
3 Lods tambahan 3 2 1 2 1 
4 Lods II 48 30 18 42 6 
5 Lods III 48 31 17 44 4 
6 Lods IV 30 10 20 24 6 
7 Lods V 32 12 20 29 3 
8 Lods VI 40 33 7 34 3 
9 Lods VII 28 20 8 20 68 
10 Lods VIII 32 14 18 29 3 
11 Lods IX 40 35 5 33 7 
12 Lods X 36 14 22 21 15 
13 Lods XI 5 4 1 4 2 
14 Lods Peng Dading 6 5 1 5 1 
Jumlah  412 245 167 322 90 
Sumber: Rekapitulasi Potensi Pasar Pa’baeng-Baeng 2016 
                                                             
33 Wawancara dengan Pak Jimmy (Kolektor pasar Pa’baeng-baeng) 27 maret 2016 
84 
 
Tabel. 4.3. Rekapitulasi Pedagang kaki lima dan radius 100 M 
No. LOKASI PK-5 POTENSI 
(PEDAGANG) 
AKTIF 
(PEDAGANG) 
TIDAK AKTIF 
(PEDAGANG) 
I Dalam Pasar 
a. Kanopi  47 28 19 
b. Menempel di Pasar 92 67 25 
 Sub Total 139 95 44 
II Luar Pasar 
a. Depan Kanal 13 13 0 
b. Kanal 200 150 50 
 Sub Total 213 183 30 
Total 352 278 74 
 Sumber: Rekapitulasi Potensi Pasar Pa’baeng-Baeng 2016 
 Berdasarkan rekapitulasi pedagang resmi dan pedagang kaki lima 
pada table diata diatas menunjukkan bahwa pasar pa’baeng-baeng memiliki 
potensi yang cukup dari segi tempat menjual bagi pedagang. Sarana menjual 
seperti front toko dan lods pedagang di petek-petakkan. Namun terdapat 
beberapa lods yang tidak aktif disebabkan karena tidak adanya pedagang 
yang menempatinya. Meskipun demikian masih banyak terdapat pedagang 
kaki lima yang masuk sebagai bagian dari pedagang pasar baeng-baeng 
yang terhitung dengan radius 100 meter dari pasar baeng-baeng. Pedagang 
kaki lima ini ada yang menempel di pinggiran pasar, kanopi, depan kanal 
yang memisahkan pasar baeng-baeng bagian timur dan baeng-baeng bagian 
barat.  
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4.2.2 Pasar Terong 
Bila merujuk pada cerita Haji Tula, salah seorang pedagang buah 
pertama di pasar Terong, maka hadirnya pasar ini pertama kali sudah muncul 
di tahun 1960 atau setidaknya akhir tahun 1950-an. Suatu masa yang 
bersamaan dengan gelombang migrasi kedua dari desa-desa di Sulawesi 
Selatan. Kemunculannya pertama kali bukan inisiatif pemerintah atau 
siapapun melainkan oleh para pedagang sendiri yang kemudian meramaikan  
area kecil di ujung Selatan jalan Terong atau dekat dengan jalan 
Bawakaraeng. Demikian, berawal dari pagandeng (dengan sepeda) dan 
palembara (dengan pikulan) yang membawa aneka buah dan sayur mayur 
terjadilah transaksi atau jual beli di area jalan Terong dan lorong-lorong 
sekitarnya seperti kini menjadi jalan Mentimun, jalan Kubis, jalan Sawi dan 
sebagainya. Seperti penuturan Usman seorang pedagang senior di pasar 
terong menceritakan pengalamannya. 
“…masih anu dulu disini, e... gorong kangkung, rawa-rawa 
diseblahnya ini kanal, masih begitu kumenjual disini, dari pasar 
kalimbu baru keterong. Banyak sekali dulu saya jual…”34 
Kurang lebih 7 tahun sejak munculnya pertama kali, bangunan pasar 
mulai terlihat di tahun 1967 hingga 1968. Menurut beberapa pedagang yang 
hidup saat itu, wujud pasar hanyalah bertiangkan bambu dan beratapkan 
nipa. Saat itu, kanal Panampu belum selebar dan sekotor sekarang ini. Kanal 
                                                             
34 Wawancara dengan Pak Usman (senior pedagang pasar terong) pada tanggal 28 maret 2016 
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itu dulunya hanya sebuah got besar yang oleh penduduk setempat disebut 
solongang lompoa‘ yang dipenuhi kangkung dan rumput liar di kedua sisinya. 
Area pasar sendiri masih sangat terbatas infrastrukturnya sehingga setiap 
musim hujan selalu terjadi banjir. Sekitar 1967, terjadi kebakaran hebat di 
area perkampungan Terong, atau kini dikenal kelurahan Tompobalang. 
Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan dipindahkan ke area lain seperti 
di sekitar pasar Karuwisi atau sebelah Utara Kebun Binatang, Rappokalling, 
Rappojawae, Korban 40.000, Cambayya dan belakang Galangan Kapal 
(Capoa). Lokasi eks-kebakaran ini kemudian oleh pemerintah kota, saat itu 
walikota adalah HM. Daeng Patompo , dibangunkan pasar permanen berupa 
front toko dan lods-lods yang tahap pekerjaannya dilakukan sejak tahun 1970 
oleh PT Antara. Pada tahun 1971 pasar Terong diresmikan dan ditempati 
oleh pedagang. 
 Bentuk bangunan masih sederhana. Berdasarkan ilustrasi Siswandi 
yang melakukan riset etnografis di pasar Terong menyebutkan bahwa bagian 
luar pasar berbentuk front toko yang menyerupai huruf ‗U‘. Front toko ini 
mirip dengan bangunan rumah toko (ruko) tetapi tidak bertingkat dan 
ukurannya lebih kecil. Di sebelah Barat yang menjadi bagian tengah front 
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toko adalah pintu gerbang yang menghubungkan pasar Terong dengan jalan 
Terong (Siswandi, 2009)35. 
Di era tahun 1980 hingga 1990-an, penataan pedagang pasar 
mencapai titik ekstrimnya di mana pedagang pasar berada dalam kontrol 
anggota militer yang bertugas menjaga keamanan. Tahun-tahun tersebut 
pedagang pasar Terong bersentuhan sehari-harinya dengan aparat militer. 
Menjelang tahun 1994, ide untuk melakukan revitalisasi pasar tahap 
kedua bergulir. Berawal dari sebuah studi banding yang dilaksanakan oleh 
walikota Makassar saat itu, Malik B. Masri di Hawaii, USA, terbersitlah 
keinginan merombak pasar Terong menjadi sebuah pasar modern. Saat itu, 
terpilihlah PT. Prabu Makassar Sejati sebagai developer dimana Ferry 
Soelisthio sebagai komisaris yang memenangkan tender untuk revitalisasi 
pasar tradisional. Mulailah persoalan baru muncul menghampiri pedagang 
pasar Terong. 
Dengan desain yang ‗terlalu moderen‘ lahirlah sebuah gedung 
berlantai 4, yakni lantai dasar, 1, 2, dan 3 di lahan seluas 13.253 m2. 
Sebagaimana revitalisasi tahap pertama di masa walikota Daeng Patompo, 
revitalisasi tahap kedua ini juga menuai banyak masalah. Persoalan klasik 
juga mencuat, harga kios dan lods terlampau mahal bagi pedagang kecil 
                                                             
35 Prabowo Agung dkk. 2013. “Pasar Terong Makassar, Dunia dalam Kota”. Ininnawa. Hal 6 
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yang mendominasi berdagang di pasar Terong. Banyak yang dengan 
terpaksa membeli kios yang berharga 40 – 80 juta rupiah atau lods bagi 
pedagang kecil karena tiada pilihan lain, walau banyak pula yang memilih 
mengisi badan jalan di luar bangunan yang kini berdiri. 
Masalah lain timbul seiring kepindahan pedagang ke dalam gedung 
baru. Tidak sampai 6 bulan, para pedagang basah‘ kecewa dengan sulitnya 
proses angkut barang naik turun setiap harinya. Belum lagi pembeli yang 
tidak ingin naik hingga ke lantai 2 apalagi lantai 3. Pembeli berkurang berarti 
pemasukan minim. Pemasukan minim berimplikasi pada cicilan tempat 
terhambat sementara biaya untuk mencukupi anggota keluarga di rumah juga 
dituntut setiap harinya.  
Akhirnya banyak pedagang memilih keluar dan meninggalkan tempat 
mereka yang sudah dibeli dan sedang berjalan cicilannya. Ramailah kembali 
badan-badan jalan, lorong, trotoar, dan berbagai sudut pasar yang 
memungkinkan untuk ditempati. Sementara di lain pihak, developer melalui 
perjanjian yang dibuat dengan pedagang pembeli kios/lods menikmati 
keuntungan akibat macetnya cicilan yang membuat uang muka (DP) dan 
diskon 12 persen menjadi milik developer tanpa harus kehilangan kios dan 
lods yang sudah dibeli pedagang. Hingga kini, masalah ini masih menyisakan 
banyak kekecewaan di hati pedagang yang terlanjur membayar mahal namun 
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kehilangan daya melanjutkan cicilan. Tidak membayar selama 3 bulan 
berturut-turut berarti kehilangan uang DP dan diskon 12 persen. 
Memasuki awal tahun 2000-an keadaan pasar semakin semrawut. 
Pengusaha atau developer dan pedagang berada dalam kerugian akibat 
model bangunan yang dipaksakan dalam kondisi yang berbeda kultur. 
Pedagang pasar Terong tumbuh dalam budaya hamparan yang melebar 
horisontal dan kini dihadapkan pada area dengan bangunan vertikal meninggi 
ke atas. Mereka lalu memilih kembali melebar. Karena maraknya pedagang 
di luar gedung ketimbang di dalam gedung maka secara naluria—dan 
berdasarkan kebiasaan pemerintah masa itu—persoalan ini akan 
diselesaikan melalui pembersihan pedagang di luar gedung yang kemudian 
dicap liar.  
Maka ditempuhlah beragam cara baik legal maupun di luar kerangka 
regulasi. Cara legal tentulah melalui jalur resmi pemerintah seperti 
pengerahan satuan polisi pamong praja atau satpol PP. Lalu cara sebaliknya 
adalah melalui mobilisasi ―preman‖ untuk melakukan aksi teror dan 
penyebaran ketakutan atas pedagang di pasar. Bahkan, kedua model ini 
dapat bekerja secara bersamaan sebagaimana terjadi di tahun 2003, 2005, 
dan 2007. Dimana preman dan satpol PP turut andil dalam serangkaian 
pembongkaran dan penggusuran kepada pedagang. 
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4.2.3.  Pasar Niaga Daya 
Pasar Daya mulai digunakan tahun 1959. Di akhir tahun 1990an dan 
sepanjang tahun 2000-an, di kota Makassar, berbagai proyek revitalisasi 
beberapa pasar ‗tradisional‘ berlangsung. Beberapa contoh diantaranya 
adalah pasar Daya menjadi Pusat Niaga Daya. Sejarah pasar Daya 
Makassar mempunyai sejarah yang cukup berdinamika dikarenakan terjadi 
beberapa peristiwa yang penting dalam sejarah perjalanan pasar ini. 
Pada tahun 1992 penyerahan asset ke PD Pasar Raya Makassar 
dalam hal pengelolaan seluruh pasar di kota Makassar (khususnya pasar 
daya). Selain itu, pada tahun 1992 terjadi kebakaran di pasar lama Daya 
yang terletak di jalan poros Perintis Kemerdekaan dengan posisi 
persimpangan jalan Paccerakkang yang mengakibatkan puluhan lapak 
pedagang pasar lama hangus terbakar, kemudian para pedagang kembali 
membuat lapak-lapak kecil untuk dipakai berjualan tetapi dengan kondisi 
yang sangat memprihatinkan. Kemudian pada tahun 1996 pada masa 
kepemimpinan walikota Malik B. Masri mencari solusi untuk pasar ini yang 
kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membangun ulang pasar Daya 
Makassar dengan membebaskan tanah warga Biringkanaya seluas 7,4 
hektar dalam jangka waktu 2 tahun masa pembangunan. 
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Posisi letak pasar ini sangat mengganggu poros jalan Perintis 
Kemerdekaan sehingga kemacetan sulit dihindari. Hal ini membuat walikota 
Makasssar memberikan solusi membebaskan lahan disekitar jalan Kapasa 
Raya. Kemudian 4 tahun kemudian di tahun 1996 lahan dibebaskan, 
dipaketkan dengan terminal dan Pasar Daya dengan luas 16,2 hektar. 
Khusus untuk pasar Niaga Daya luas 7,2 Ha di bangun tahun 1996, 2 tahun 
berselang masa pembangunan di tahun 1998 diresmikanlah pasar niaga 
daya ini oleh Bapak Malik B. Masri sebagai walikota Makassar pada waktu 
itu. 
“…dulu kan ini pasar daya berada di lampu merah yang ada 
patung ayam itu, karena sering kali menimbulkan kemacetan disitu 
sehingga walikota pada saat itu memindahkan pasar daya ke tempat 
ini yang baru kemudian bernama pasar niaga daya. Tidak mudah 
untuk memindahkan pedagang yang berada disana itu untuk masuk ke 
bangunan pasar yang baru…”36  
Pada tahun 1996 pemerintah mulai membangun pasar Daya Baru 
yang diberi nama Niaga Baru yang pihak ketigakan oleh PT Kalla Inti Karsa 
(KIK) dengan kontrak kerjasama selama 25 tahun. Dimana PT KIK hanya 
diberikan lahan dan kesempatan untuk membangun, sehingga toko, kios-kios 
dan front toko selama kontrak tersebut. Sedangkan Bank BNI, Niaga, BRI 
dan lainnya sebagai penyalur modal usaha pedangang. 
                                                             
36 Wawancara dengan Pak Agung Djadi (Kepala Pasar Niaga Daya) pada 19 april 2016 
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Jabatan kepala pasar adalah jabatan politik yang menjadi orang 
kepercayaan dari bapak walikota Makassar. Bahkan ada yang terjadi sudah 
dua kali membuat kesalahan bahkan dipecat tadi masih diangkat lagi di 
tempat lain. Dalam sistematika politik perlu dan harus mendapat perhatian. 
Kalau ada kesalahan dia mendapatkan mutasi. Mereka juga akan digilir ke 
pasar-pasar tradisional yang lain, atau bisa menjadi kepala bagian, atau 
tergantung prestasi kepemimpinannya 
PT KIK dengan melakukan perjanjian dengan Pemerintah Kota, segala 
perjanjian sudah selesai disepakati termasuk izin-izin yang diberikan, 
penjualan toko los dan front toko. Sampai saat ini perjanjian tersebut sudah 
berjalan 11 tahun, Kalla Inti Karsa dalam hal ini izin-izin yang diberikan 
langsung dia bangun, tidak ada lagi masalah yang dibicarakan (dibahas). 
Kalau ada rapat pertemuan kepala pasar dengan KIK biasa dibahas adalah 
adipura, kebersihan dan kesehatan.  
Tabel. 4.4. Data Potensi Unit Pasar Niaga Daya Tahun 2016 
No. Jenis Tagihan Jumlah  Tidak Aktif Aktif  
1 Ruko  264 112 152 
2 Kios/Front Toko 1083 710 373 
3 Mobil Box   Relatif  
4 Bongkaran    Relatif 
5 PKL/Hamparan 162  Relatif  
 Jumlah  1509 822 525 
Sumber: Rekapitulasi Potensi Pasar Niaga Daya 2016 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi data dari table diatas menunjukkan 
bahwa potensi pasar niaga daya sangatlah besar dari segi jumlah bangunan 
baik itu ruko, kios, dan lainnya. Namun pada kenyataannya tidak semua 
bangunan yang ada terisi. Banyaknya ruko maupun kios yang tidak aktif/tidak 
detempati oleh pedagang. Bahkan lebih banyak bengunan yang tidak aktif 
dari pada bangunan yang aktif terisi pedagang. Ini menunjukkan bahwa pasar 
niaga daya kekurangan pedagang. Pada kenyataanya lokasi pasar ini sangat 
luas. 
“…luas bangunan pasar niaga daya 3500 m², itu baru untuk 
luas bangunannya, dan kalau luas tanahnya itu 12.222 m². ini 
merupakan asset yang dimiliki pemerintah kota yang masih di 
kerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu Kalla Inti Karsa (KIK)…”37 
4.2.4. Pasar Mandai 
Pasar mandai sejak tahun 1960an telah memiliki hari pasar tiga kali 
dalam seminggu yaitu setiap hari selasa, hari kamis dan hari sabtu. 
Walaupun di hari lain pedagang pasar ini tetap beroperasi namun tidak 
seramai pada saat ketiga hari pasar tersebut. Pasar ini terletak di Jalan 
Perintis Kemerdekaan Km 23, Mandai. Pasar ini juga di kelola oleh 
perusahaan daerah pasar Makassar raya. 
Kondisi pasar ini sedang dalam keadaan tidak lebih baik dari pasar-
pasar tradisional lainnya yang ada di kota Makassar. Sejak adanya pelebaran 
                                                             
37 Wawancara dengan Pak Agung Djadi (Kepala Pasar Niaga Daya) pada 19 april 2016 
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jalan keramain aktivitas di pasar ini berkurang secara signifikan. Tak dapat 
dipungkiri bahwa sebelum adanya pelebaran jalan pasar ini cukup ramai 
pengunjung bahkan sampai mengakibatkan kemacetan. Menurut salah 
seorang pedagang pasar mandai  
”…dulu saya menjual disini biasa sampai tengah malam masih 
ramai pembeli singgah disini. Itu sebelum diperbaiki ini jalanan. 
Sekarang yah kurang sekalimi orang mau masuk disini karena itu 
pekerja jalan orang dari seberang susah belanja kesini haruski putar 
dulu…”38 
Pihak dari PD pasar makassar raya telah mengkonfirmasi bahwa 
pasar mandai akan di relokasi ke tempat yang baru. Pemindahan pasar 
Mandai di lakukan sebagai tuntutan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional IV 
yang akan melakukan pelebaran jalan dan pembangunan underpass di 
simpang lima perbatasan Makassar-Maros.  
 
 
 
 
 
 
                                                             
38 Wawancara dengan Hj. Asma (Pedagang  barang campuran Pasar Mandai) pada 20 april 2016 
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Tabel. 4.5. Rekapitulasi Pedagang Resmi Pasar Mandai 
No. Uraian  Jumlah Petak Jasa Pengelolaan Harian 
Aktif  Tidak Aktif 
 Kios barak luar 22 22 0 
 Kios barak dalam 17 15 2 
 Kios selatan 6 6 0 
 Kios utara  12 0 12 
 Kios timur 19 15 4 
 Lods I 32 30 2 
 Lods II 32 15 17 
 Lods III 32 14 18 
 Lods IV 42 15 27 
 Lods Ikan  41 40 1 
 Lods Sayur 20 10 10 
 Lapangan  126 87 39 
Jumlah  401 269 132 
Sumber: Rekapitulasi Potensi Pasar Mandai 2016 
 Selain itu ada pedagang kaki lima berjumlah 40 orang. Berdasarkan 
data rekapitulasi potensi pasar mandai di atas menunjukkan bahwa kondisi 
pasar mandai saat ini dalam keadaan kurang baik. Alasannya lebih dari 
separuh kios dan lods yang ada di pasar ini tidak aktif ditinggalkan oleh 
pedagang hanya bagian depan yang berdekatan saja dengan jalan raya yang 
masih ada aktivitas. Kondisi ini diakui juga oleh pak Mahmud selaku kepala 
pasar Mandai  
“…saat ini kita disini sementara menunggu pasar mandai 
direlokasi ke tempat yang baru. Melihat kondisi pasca pelebaran jalan 
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pembangunan underpass kan pedagang di geser kebelakang dan 
kondisi bangunan fisik pasar ini juga kurang memadai…”39  
Bangunan sarana dan prasarana dalam pasar selayaknya menjadi 
suatu hal yang utama. Pasar mandai kurang memadai untuk itu. Terutama 
untuk fasilitas umum seperti lahan parkir. Seringkali masyarakat sebagai 
konsumen enggan masuk berbelanja di pasar tradisional dikarenakan 
kurangnya lahan parker untuk kendaraannya. Belum lagi jika pasar biasanya 
menimbulkan bebauan yang mencemari hidung jika terjadi tumpukan sampah 
atau sisa-sisa jualan pedagang di saluran air. 
4.2.5. Pasar Modern di Kota Makassar (Panakukang Suquare) 
Pusat perbelanjaan Panakkukang Square Makassar adalah salah satu 
pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia bagian timur yang berdiri pada 
tanggal 1 Oktober 2005,  dengan luas lahan 5 hektar, menjadikan pusat 
perbelanjaan Panakkukang Square sebagai pusat perbelanjaan terlengkap di 
kota Makassar. Pusat perbelanjaan Panakkukang Square Makassar terletak 
di jalan adhyaksa 1 nomor 1 Makassar, dengan posisi yang sangat strategis 
berada di kawasan bisnis Panakkukang dan kawasan  perumahan 
menjadikan pusat perbelanjaan Panakkukang Square menjadi pilihan yang 
tepat bagi warga kota Makassar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, 
di pusat perbelanjaan Panakkukang Square tersedia berbagai produk, mulai 
                                                             
39 Hasil wawancara dengan pak Mahmud (Kepala Pasar Mandai) pada 23 april 2016 
97 
 
dari kebutuhan rumah tangga, elektronik, furniture, fashion, makanan dan 
minuman.  Pusat perbelanjaan Panakkukang Square tersedia tempat area 
parkir tiga lantai yang dapat menampung 850 kendaraan beroda empat dan 
1400 kendaraan beroda dua, selain fasilitas area parkir yang cukup luas, 
faktor keamanan dan kenyaman pengunjung juga menjadi perhatian 
manajemen pusat perbelanjaan Panakkukang Square. 
“…jadi kita disini itu memang sangat mengutamakan pelayanan 
kepada pengunjung dalam segi kenyamanan seperti kebersihan dan 
keamanan tempat ini. Sehingga PS (Panakkukang Square) itu 
bekerjasama dengan melakukan kemitraan dalam hal mengelola seperti 
keamanan bermitra dengan CSI, untuk kebersihan bermitra dengan 
Trenggina dan pengelolaan parker itu bermitra dengan ISS…”40 
 Pusat perbelanjaan Panakkukang square sebagai pusat perbelanjaan 
terbesar di  kota Makassar memiliki beberapa tenant besar seperti  
a. Carrefour, yang berlokasi di lantai 2 Panakkukang Square menjual 
berbagai macam kebutuhan sehari hari untuk kebutuhan rumah tangga 
mulai sembilan kebutuhan pokok sampai elektronik, fashion dan 
furniture. 
b. Ramayana, yang berlokasi di lantai 1 dan lantai dasar Panakkukang 
Square, menjual berbagai macam fashion mulai fashion orang dewasa 
sampai fashion anak – anak . 
                                                             
40 Wawancara dengan Pak Arafat (Marketing & Communication Panakkukang Square) pada 4 april 
2016. 
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c. Informa, yang berlokasi di lantai 1 adalah tenant yang menjual berbagai 
macam furniture seperti sofa, lemari, meja dan furniture rumha tangga 
lainnya. 
d. Ace Hardware, yang berlokasi dilantai dasar adalah tenant yang menjual 
berbagai produk peralatan seperti peralatan untuk memasak, kemudian 
peralatan untuk pertukangan, automotif dan asesoris, dan lain 
sebagainya. 
e. Selain itu ada beberapa tenant dengan katagori fashion  seperti Calisto, 
Planet surf, Planaet sport, Celcius, dll.  
f.    Ada juga tenant yang masuk katagori restaurant seperti Coffe Holic, 
Abe cafe, Pallu basa, coto Makaassar. 
Dengan kelengkapan jumlah tenant dengan berbagai katagori tentunya 
menjadikan pusat perbelanjaan Panakkukang Square sebagai pilihan yang 
tepat bagi warga kota Makassar pada khususnya dan juga warga Sulawesi 
selatan pada umumnya. Selain menyediakan kebutuhan sehari hari, pusat 
perbelanjaan Panakkukang Square juga menyediakan kebutuhan fashion, 
wisata kuliner dan arena bermain untuk anak–anak. 
 Pusat perbelanjaan Panakkukang Square dikelola oleh para 
manajemen profesional mulai dari bagian pemasaran, opersaional dan 
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keuangan. Ada beberapa departement dalam pengelolaan pusat 
perbelanjaan Panakkukang Square Makassar. 
1. General Manager 
General Manager mempunyai peran dan fungsi strategis dalam 
menentukan kebijakan perusahaan, terutama dalam hal kebijakan 
opersaional gedung, keuangan dan sistem pemasaran. 
2. Manajer Marketing (pemasaran) 
Manajer pemasaran mempunyai tugas dan fungsi untuk 
memasarkan area yang di sewakan  mulai dari sewa jangka pendek 
selama 1 bulan, jangka menengah selama 1 tahun, atau jangka 
panjang lebih dari 1 tahun. 
1. Manajer Operasional 
Manajer opersaional mempunyai tugas dan fungsi untuk 
memastikan kegiatan operasional seperti kebersihan dan keamanan 
area gedung berjalan dengan baik.  
2. Manajer Keuangan. 
Manajer keuangan mempunyai tugas dan fungsi untuk 
mengatur arus  uang yang masuk dan keluar didalam kegiatan 
opersional perusahaan, selain itu juga manajer keuangan mempunyai 
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tugas dan fungsi untuk membuat laporan keuangan perusahaan, 
termasuk berhubungan dengan masalah pajak. 
3. Supervisor Event and Promotion  
Supervisor event and promotion adalah bagian dari 
departement pemasaran, dan bertanggung jawab langsung kepada 
manajer marketing. Tugas dan tanggung jawab supervisor event dan 
promotion adalah melakukan kegiatan event yang akan meningkatkan 
jumlah pengunjung serta melakukan kegiatan promosi melalui media 
iklan dan publisitas.  
4. Staff Marketing (pemasaran) 
Staff pemasaran bertugas untuk menjalankan fungsi administrasi 
yang  berkaitan dengan pemasaran, event dan promosi. 
5. Operasional Controler (pengawas operasional) 
Pengawas operasional adalah bagian dari departement 
opersional, tugas dan tanggung jawab pengawas operasional adalah 
mengawasi sumber daya manusia yang bekerja dalam hal 
kebersihan dan keamanan gedung seperti cleaning service, security 
dan petugas parkir gedung. 
6. Staff Opersional. 
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Staff opersional bertugas untuk  menjalankan fungsi 
administrasi yang berkaitan dengan opersional gedung pusat 
perbelanjaan. 
7. Staff Keuangan  
Staff keuangan dan accounting bertugas untuk menjalankan 
fungsi administrasi yang berkaitan dengan laporan keungan 
perusahaan. 
8. Teknisi (Electrical and Maintenence) 
` Teknisi bertugas dan bertanggung jawab terhadap peralatan 
dan perawatan gedung yang berkaitan dengan mesin dan listrik seperti 
perawatan travelator, escalator, mesin genset, mesin chiller , panel 
listrik , dll.  
4.2.5.1.  Pengunjung Pusat Perbelanjaan Panakkukang Square. 
 Pusat perbelanjaan Panakkukang Square Makassar yang berdiri sejak 
tahun 2005, merupakan pusat perbelanjaan yang terbesar di kota Makassar. 
Pusat perbelanjaan Panakkukang square Makassar tidak hanya menawarkan 
konsep berbelanja yang dapat memenuhi kebutuhan para pengunjungnya 
tetapi juga mengadakan kegiatan event atau ajang khusus.  Kegiatan event 
atau ajang khusus merupakan sarana untuk menarik para pengunjung untuk 
datang di pusat perbelanjaan Panakukang Square Makassar, kegiatan event 
seperti launching (peluncuran) produk handphone, gadget, computer, 
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automotif sampai produk cosmetic, kegiatan peluncuran atau perkenalan 
produk tersebut bahkan sampai mengundang artis ibukota untuk 
memeriahkan kegiatan ajang khusus event tersebut. Selain itu berbagai 
lomba pernah diadakan di atrium utama pusat perbelanjaan Panakkukang 
Square tersebut, seperti lomba mewarnai, loma matematika, lomba model 
(fashion show) sampai lomba yang betema religius seperti lomba qasidah 
antar majelis taklim se Sulawesi Selatan.  
Jumlah pengunjung pusat perbelanjaan Panakkukang Square setiap 
tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 total jumlah pengunjung 
mencapai 11. 828.417 orang. Pada tahun 2013 mencapai 14. 894. 704 
orang. Pada tahun 2014 mencapai 15.930.438 orang dan pada tahun 2015 
telah mencapai 18.328.863 orang.41 Data ini menunjukkan bahwa 
pengunjung panakukang square sebagai pasar modern terus mengalami 
perkembangan yang cukup pesat. Ini tidak terlepas dari pelayanan yang 
memberikan kemanjaan teradap pengunjung. Sangat kontras dengan apa 
yang terjadi di pasar tradisional, semakin sepi pengunjung hanya akan ramai 
pada waktu-waktu tertentu saja.  
 
                                                             
41 Sumber olah data Penulis diambil dari Kantor Pengelola Panakkukang Square 2016 
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4.3. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pasar Tradisional di Kota 
Makassar  
Perlindungan terhadap pasar tradisional sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa segala upaya pemerintah daerah dalam 
melindungi pasar tradisional dari persaingan yang tidak sehat sehingga tetap 
eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik layaknya suatu usaha.  
Sehingga dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha 
mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 
dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan di amati dari aspek;  
Kepastian hukum dan jaminan keberlansungan usaha dalam pasar 
tradisional. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar 
tradisional. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern.  Berikut ini 
uraian deskripsi  dari hasil analisis berdasarkan data yang telah diinterpretasi. 
4.3.1 Kepastian Hukum dan Jaminan Keberlansungan Usaha dalam 
pasar tradisional 
 Keberadaan pasar tradisional merupakan wadah bagi masyarakat 
sebagai pelaku utama pembangunan dalam bidang perdagangan dan 
memberi peluang usaha yang luas bagi masyarakat untuk menciptakan 
lapangan kerja. Kedudukan pasar tradisional tersebut mendapat pembinaan 
dan perlindungan dari pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-
undangan. 
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Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 mengatur bahwa “perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi”42. Sangat penting bagi pemerintah melindungi pasar tradisional 
berdasarkan amanat konstitusi ini. Sekaligus menjadi dasar pemerintah 
merikan perlindungan bagi penggerak ekonomi kerakyatan yang memberikan 
bukti nyata. Terkhususnya bagi pasar tradisional, pasar rakyat menyediakan 
lapangan pekerjaan yang luas. Menampung berbagai kalangan yang 
berinteraksi didalamnya. 
Pelaku usaha dalam perekonomian nasional tidak terlepas dari 
keberadaan masyarakat yang menjadi subjek bagi keberadaan berbagai jenis 
usaha. Adanya  penamaan terhadap pasar dengan tambahan kata  
‘tradisional’ memberikan kesan untuk disandingkan dengan kata ‘modern’. 
Pasar pun terengaruh perkembangan zaman. Arus globalisasi yang 
berdampak pada pemaknaan terhadap sesuatu yang terlebih dulu ada 
disandingkan dengan pengaruh yang masuk. 
Pasar yang sejak mulanya memiliki historis tersendiri baik secara 
alami muncul menjadi pasar dan di kelola bersama masyarakat dan 
pemerintah setempat mendapat ‘kenalan’ baru. Pasar dengan konsep 
                                                             
42 Lihat Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 4 
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bangunan yang lain, disokong oleh modal besar hingga memunculkan 
penamaannya dengan kata ‘modern’ itu mencoba mengambil perhatian dari 
konsep pasar yang sebelumnya. Sehingga pasar yang sejatinya memiliki nilai 
kebersamaan dalam masyarkat ini kemudian disematkan dengan kata 
‘tradisional’. Fenomena seperti demikian selanjutnya mendapat letigimasi dari 
pemerintah melalui aturan yang ada. Payung hukum untuk keduanya pun 
dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden, peraturan mentri, hingga 
peraturan daerah yang turut mengiyakan. Adanya penamaan pasar; 
tradisional dan modern secara sadar menimbulkan jarak/jurang pemisah 
antar keduanya yang memiliki konsep nilai yang di bangun berbeda. 
Pasar tradisional dan pasar modern merupakan wadah bagi pelaku 
usaha ekonomi nasional. Dalam pasar tradisional dan pasar modern tersebut 
terdapat pelaku usaha dari golongan kecil, menengah dan besar. Pelaku 
usaha kecil dan menengah ditempatkan dalam pasar tradisional dan pelaku 
usaha besar ditempatkan dalam pasar modern. 
Namun demikian bila diamati lebih lanjut lahirnya Peraturan Presiden 
Nomor 112 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar 
Modern, dan Pusat Perbelanjaan kemudian diturunkan kemudian melalui 
peraturan daerah kota Makassar nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan 
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Pemerintah 
Kota Makassar menyadari bahwa makin berkembangnya usaha perdagangan 
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eceran dalam skala kecil, menengah dan skala besar. Ditengah 
pembangunan kota Makassar menuju kota dunia. 
Oleh karena itu, pasar tradisional di kota makassar perlu diberdayakan 
agar dapat tumbuh berkembang dan serasi, saling memerlukan, saling 
memperkuat, serta saling menguntungkan. Untuk memberdayakan 
pengembangan industri dan perdagangan barang serta kelancaran distribusi 
barang, perlu diberikan pedoman bagi penyelenggaran pasar tradisional, 
pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta adanya norma-norma keadilan 
yang saling menguntungkan, tanpa tekanan dalam hubungan antar pemasok 
barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha 
kecil, sehingga tercipta persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen 
pemasok, toko modern dan konsumen.43  
Pengertian pasar tradisional, pasar modern dan pusat perbelanjaan 
dapat dilihat dalam Peraaturan daerah nomor 15 tahun 2009. Pasal 1 Angka 
8 mengatur bahwa pasar tradisonal adalah pasar yang dibangun dan dikelola 
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama 
swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang 
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau 
                                                             
43 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pasar Modern, dan Pusat Perbelanjaan 
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koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli 
barang dengan melalui tawar-menawar. 
Jadi pasar tradisional boleh dibangun dan dikelolah oleh Pemerintah, 
BUMN, BUMD, Swasta dengan model bangunan berupa toko, kios ataupun 
los yang dikelola oleh pedagang kecil. Sejatinya pasar tradisional di kota 
Makassar adalah pada mulanya pasar yang memiliki sejarah yang panjang 
bahkan menjadi cikal bakal berdirinya kota Makassar itu sendiri. Pernyataan 
ini sekata dengan seorang aktivis pasar di kota Makassar, Zainal Siko.  
Pasal 1 Angka 11 mengatur pasar modern adalah pasar yang di 
bangun dan di kelola oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam 
bentuknya berupa pusat perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping 
Centre, serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara 
modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan 
manajemen berbeda di satu tangan, bermodal relative kuat, dan dilengkapi 
label harga yang pasti.  
Supermarket atau pasar swlayan adalah toko modern yang menjual 
segala macam kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan barang 
kebutuhan konsumen. Minimarket adalah toko modern yang jenis jualannya 
sama dengan supermarket namun tidak selengkap dan sebesar supermarket. 
Department Store adalah toko eceran modern yang berskala besar yang 
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menjual berbagai macam barang yang berbeda. Hypermarket menjual 
barang dengan banyak jenis produk contoh Hypermart dan Carrefour. 
Kedudukan pasar tradisional dapat ditemukan dalam Perda nomor 15 
tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan 
penataan pasar modern, sehingga sangatlah jelas bahwa hukum di Indonesia 
mengakui keberadaan pasar tradisional terkhususnya di kota Makassar. 
Senada dengan pak Hasanuddin Leo wakil ketua komisi B (ekonomi & 
keuangan) DPRD Kota Makassar mengatakan hal serupa. 
“…dalam perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional 
di kota Makassar ini kita mengacu kepada peraturan daerah nomor 15 
tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan 
penataan pasar modern..”44 
  Namun demikian Perda tersebut tidak sepenuhnya memberikan 
perlindungan hukum. Hal ini disebabkan masih adanya peluang pasar 
modern untuk mematikan pasar tradisional. Pada Bab IV perda ini mengenai 
pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tidak ada 
mengatur secara detail mengenai jarak atau zonasi antara pasar tradisional 
dengan pasar modern. Pada perda ini hanya menjelaskan lokasi pendirian 
pasar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dan Rencana 
Detail Tata Ruang Wilayah Kota. Kemudian kota yang belum memiliki 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah 
                                                             
44 Hasil wawancara dengan Pak I Hasanuddin Leo wakil ketua komisi B (ekonomi & keuangan) Kota 
Makassar pada tanggal 1  april 2016 
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Kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Akibatnya akan berdampak 
pada pembangunan tempat-tempat perbelanjaan tidak tersistematis. Dalam 
artian bahwa sinkronisasi antar peraturan untuk pasar itu sendiri tidak terjalin. 
Hasil temuan penulis menunjukkan bahwa perkembangan pendirian 
pasar modern maupun toko modern berkembang pesat sampai tahun 2016 
ini. Pasar modern sebanyak 22 bangunan, Departemen Store sebanyak 16 
bangunan dan toko modern mencapai 380 bangunan Berbeda dengan pasar 
tradisional yang dikelola oleh pemerintah kota melalui perusahaan daerah 
(PD) pasar Makassar raya sebanyak 20 unit pasar.45 Berdasarkan hal 
tersebut membuktikan bahwa pasar maupun tempat perbelanjaan seperti 
toko yang berbasis modern kian menjamur. Meski demikian dapat dikatakan 
bahwa iniah salah satu jaminan keberlansungan usaha dari pemerintah. 
Melalui kepastian hukum berdasarkan peraturan yang ada pemerintah 
menjamin keberlansungan usaha setiap pelaku usaha baik kecil, menengah 
maupun besar. Namun perlu di garis bawahi bahwa perda nomor 15 tahun 
2009 menekankan perlidungan dan pemberdayaan terhadap pasar 
tradisional. Sehingga pada dasarnya semestinya perlakuan khusus bagi 
pelaku usaha kecil untuk lebih ditekankan untuk menjamin 
                                                             
45 Data diambil dari Disperndag kota Makassar dan PD pasar Makassar Raya kemudian disatukan saat 
pengumpulan data kemudian diolah oleh penulis.  
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keberlansungannya. Sejatinya pelaku usaha kecil sampai menengah lebih 
banyak mengisi pasar tradisional. 
Begitupun dengan model pemasokan Perda ini hanya mengutamakan 
pemasok barang kepada pasar modern. Banyaknya keunggulan yang dimiliki 
pasar modern akan menjadi daya tarik bagi konsumen sehingga pemasok 
lebih cenderung memasokkan barang ke pasar modern dan itu di atur dalam 
Pasal 9 Perda nomor 15 tahun 2009. Berdasarkan penjelasan di atas penulis 
beranggapan bahwa perlunya perubahan peraturan daerah kota Makassar 
nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional 
dan penataan pasar modern. Perubahan yang dimaksud adalah membatasi 
pendirian atau pembanguan pasar modern dan memberikan perhatian lebih 
kepada pelaku usaha kecil yang terdapat di pasar tradisional. Begitu juga 
dengan model pemasok seharusnya memberikan kesempatan pasar 
tradisional untuk menjual produk-produk pemasok dengan menggunakan 
etika bisnis yang baik. Etika bisnis yang dimaksud adalah saling 
mempercayai dan saling menguntungkan. 
Sedikit merujuk menengok pada konteks yang lebih luas, kebijakan 
perlindungan pasar tradisional berlaku pada kondisi dan situasi 
bagaimanapun bukan hanya dilakukan pemerintah di Negara berkembang 
atau terbelakang, tetapi juga ditempuh oleh pemerintah di Negara maju baik 
Amerika Utara, Eropa Barat, maupun Asia Timur. Pada berbagai situasi 
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tersebut kebijakan perlindungan pasar tradisional tidak semata-mata 
diberikan kepada pedagang kecil, melainkan juga terhadap kesatuan 
ekonomi secara keseluruhan. Ia melingkupi perlindungan terhadap sistem 
nilai dan modal sosial yang menjadi pondasi bagi ketahanan, produktivitas, 
dan kemandirian bangsa.46 Kemudian menyandingkan dengan konteks nilai 
dan budaya yang ada di Indonesia terkhusus di Kota Makassar mulai 
tergerusnya nilai kearifan local yang dibangun akibat ekpansi modal oleh 
investor yang masuk membangun pasar dan toko modern. 
Maraknya pembangunan pasar modern memberikan ancaman besar 
dalam hal kebebasan ekonomi untuk saling mematikan yang dapat merusak 
nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Kian memudarnya kedua nilai tersebut 
akan memperparah ketimpangan sosial-ekonomi di dalam masyarakat yang 
menyimpan potensi konflik dan kerusakan sosial di masa depan. 
Sepintas pasar modern menawarkan kenyamanan, kepraktisan, dan 
kemurahan harga, tetapi hal itu pula yang memberikan potensial 
mengukuhkan ketergantungan, stagnasi inovasi produksi, akibat terkikisnya 
modal sosial tersebut. Oleh karena pemerintah di Negara maju (Negara 
produsen) seperti halnya Inggris, Jepang, dan Korea Selatan sangat 
                                                             
46 Putra Wandi, 2014. Tesis "aspek hukum perlindungan pasar tradisional terhadaqp keberadaan 
pasar modern. Hal 85 
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membatasi perkembangan pasar modern luar negeri yang dapat 
melemahkan budaya produksi karena surutnya modal sosial.47 
Dampak dari perkembangan pasar dan toko modern dirasakan oleh 
para pedagang pasar tradisional baik berupa pasar, kios, warung, maupun 
toko-toko kecil yang biasa disebut pagadde-gadde. Terbatasnya sumber 
daya manusia, lemahnya keterampilan yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil 
dan modal yang terbatas membuat persaingan yang dirasakan oleh pasar 
tradisional semakin terpuruk dan tertekan oleh keberadaan pasar modern. 
Sangat dirasakan oleh pedagang kecil di pasar. 
“…semenjak adanyami juga itu tempat belanja kaya’ mall, 
minimarket apa toh sulitmi kita disini kurang mi pembeli masuk…” 48 
Petikan hasil wawancara diatas memberi sedikit gambaran akbiat 
pertumbuhan pesat pasar modern yang berdampak pada perubahan sosial 
dengan gaya hidup modern. Kondisi ini membawa pula dampak bagi pelaku 
usaha besar untuk membentuk berbagai jenis pasar modern. Kota Makassar 
memiliki beberapa pasar modern baik berupa mall, supermarket, departement 
store, minimarket. 
Jika di bandingkan antara jumlah pasar tradisional dan pasar modern 
yang ada di Kota Makassar dapat dikatakan tidak seimbang sehingga campur 
                                                             
47 Ibid  hal 86 
48 Hasil wawancara dengan salah seorang pedagang pecah belah di pasar Niaga Daya pada 19 april 
2016 
113 
 
tangan pemerintah daerah sangat diperlukan. Campur tangan yang dimaksud 
adalah pemerintah daerah membatasi pendirian pasar modern atau paling 
tidak sampai dengan adanya kebijakan dalam memberikan perlindungan 
pasar tradisional untuk menjaga eksistensi pasar tradisional. Sehingga 
pemerintah tidak terlepas dari peran fungsinya, salah satunya fungsi regulasi 
dalam mengejawentahkan peraturan yang memberikan kepastian hokum 
bagi pasar tradisional dan menjamin keberlansungan pelaku usaha 
didalamnya. 
4.3.2 Lokasi Usaha yang Strategis dan menguntungkan Pasar 
Tradisonal di Kota Makassar. 
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Perlindungan pemberdayaan Pasar Tradisional dan 
Penataan Pasar Modern disebutkan bahwa lokasi pendirian Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada rencana tata ruang 
wilayah Kabupaten/Kota dan rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota 
termasuk peraturan zonasinya. Selanjutnya Menteri Perdagangan 
mengeluarkan Permen Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 
Modern49. Dalam Pasal 3 mengatur bahwa jumlah Pasar Tradisional, Pusat 
                                                             
49 Peraturan Mentri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern 
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Perbelanjaan, dan Toko Modern serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan 
Toko modern dengan Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional 
ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 
pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur keberadaan pasar 
tradisional, pasar modern, dan pusat perbelanjaan dalam hal jumlah, jarak, 
dan jam kerja. Dari dua puluh unit pasar tradsional di kelolah oleh 
perusahaan daerah pasar raya tersebar di seluruh wilayah kota Makassar.  
Lokasi usaha yang dimaksud merujuk kepada tempat pasar dimana 
pasar itu berada. Lokasi strategis mencakup wilayah yang memiliki potensi 
memberi kemudahan pengunjung. Perusahaan daerah pasar raya 
mengelolah pasar tradisional di kota Makassar sejak tahun 2000 dari 
sebelumnya dikelolah oleh dinas pasar. PD pasar raya sampai saat ini 
mengelola dan membangun pasar yang sudah ada sebelumnya. Masih 
sementara dalam perencanaan PD pasar raya akan memindahkan pasar 
Mandai yang saat ini lokasinya berada pada pembanguan jalan Under pass. 
Mengakibatkan aktivitas di pasar mandai menjadi terganggu. Pak Hamid 
selaku kepala unit pasar mandai mengatakan bahwa rencana dari PD pasar 
akan memindahkan pasar mandai ke lokasi depan perumahan citra sudiang 
lokasi yang dianggap lebih layak. Selain dekat dengan perumahan akses 
pedagang juga akan lebih mudah. 
115 
 
Pemerintah daerah dalam pembuatan rencana tata ruang harus 
mempertimbangkan zonasi antara pasar tradisional dan pasar modern. 
Pengaturan pemerintah daerah kota Makassar mengenai rencana tata ruang 
wilayah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015-2034. Namun, 
Perda tersebut tidak ditemukan aturan mengenai kawasan yang 
diperuntukkan untuk bidang perdagangan terkhusus menjelaskan aturan 
zonasi pendirian lokasi pasar, pusat pembelanjaan dan toko modern dalam 
perda nomor 15 tahun 2009. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kebijakan 
pemerintah Kota Makassar terhadap lokasi dan jarak sebagaimana yang 
diamanahkan oleh ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 
dan peraturan derah nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan 
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di Kota 
Makassar tidak berjalan. 
Semestinya pendirian pasar, pusat perbelanjaan, dan toko modern 
wajib mengacu RTRW kabupaten/kota serta peraturan zonasinya. Namun 
pada kenyataannya tidak ada sinkronisasi yang terjalin. Hal ini didasarkan 
karena RTRW kota Makassar tidak mengatur secara khusus mengenai 
rencana kawasan peruntukan perdagangan sehingga banyak pasar modern 
yang lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional. 
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Seperti pasar tradisional Unit Pasar Niaga Daya yang berada di Jalan 
Kapasa Raya, berdampingan langsung dengan pasar grosir daya modern 
yang di kelola oleh swasta. Unit Pasar Panakkukang dengan beberapa pasar 
Modern separti Mall panakkukang, Panakkukang Square dan beberapa 
pertokoan modern lainnya. 
“…terkhusus disini pasar niaga daya tidak jauh dari sini ada 
pasar grosir daya Makassar atau pagodam itu milik swasta. Keluar di 
jalan raya itu sudah jadi Grand Daya Square. Itu semua berdampak 
kepada kurangnya  pengunjung pasar niaga daya masuk berbelanja. 
Pedagang disini juga merasakan dampaknya makin hari semakin 
menurun…” 50 
Dengan demikian, keberadaan pasar modern yang begitu dekat 
dengan Pasar Niaga Daya memiliki pengaruh yang cukup signifikan dari segi 
omzet penjualan. Hal ini disebabkan jarak lokasi keberadaan pasar modern 
sangat dekat dengan pasar tradisional. Namun tidak menutup kemungkinan 
bahwa penurunan omzet yang dirasakan oleh pedagang pasar tradisional itu 
tidak terlepas dari nilai beli masyarakat yang menurun. Dalam hal pendirian 
pasar modern lokasi dan zonasi kiranya efektif untuk melindungi pedagang 
pasar tradisional, tetapi menjadi persoalan ketika tidak dikaitkan dengan 
keberadaan pusat toko-toko kecil lokal yang telah ada. Toko modern dan 
waralaba justru lebih berdampak besar bagi omzet pasar tradisional 
mengingat jenis produk yang diperdagangkan relatif sama. Oleh karena itu, 
aspek zonasi perlu dipertimbangkan dalam muatan RT/RW. 
                                                             
50 Hasil wawancara dengan kepala Pasar Niaga Daya pada tanggal 19 april 2016 
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Padahal dalam perda no 15 tahun 2009 telah jelas mengatur 
mengenai pendirian pasar pada Pasal 7 yaitu:51 
(1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau 
Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan 
ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan  harus melakukan 
analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar 
Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan; 
(2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan 
Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; 
b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 
c. Kepadatan penduduk; 
d. Pertumbuhan penduduk; 
e. Kemitraan dengan UMKM lokal; 
f.  Penyerapan tenaga kerja lokal; 
g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana 
bagi UMKM lokal; 
h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; 
i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara 
Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada 
sebelumnya; 
j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 
Responsibility). 
(3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
i harus mempertimbangkan: 
1 Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan 
Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada 
sebelumnya; 
2 Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar 
Tradisional; 
3 Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas) 
4 Dukungan/ketersediaan infrastruktur; 
5 Perkembangan pemukiman baru. 
                                                             
51 Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar 
tradisional dan penataan pasar modern 
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(4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh 
badan/lembaga independen yang berkompeten; 
(5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat 
di wilayah yang bersangkutan; 
(6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap 
yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat 
Permohonan. 
 Regulasi pendirian pasar diatas mengharuskan adanya analisa kondisi 
social ekonomi masyarakat dalam mendukung pelaku usaha kecil menengah 
yang ada dalam pasar tersebut. Karena pasar tradisional yang jauh lebih 
awal sudah ada sebelum dikenalnya pasar modern di kota Makassar 
sehingga seharusnya pasar modern tidak serta merta didirikan untuk 
mengejar pendapatan daerah atau memberi kemudahan bagi para investor. 
Pasar maupun toko modern semestinya bersinergi dengan keberadaan pasar 
tradisional. 
Selain itu, faktor waktu beroperasinya pasar modern yang begitu 
panjang juga menjadi persoalan baru yang dirasakan pedagang pasar 
tradisional. Pasar modern di Kota Makassar memulai jam operasimya pada 
pukul 09:00 dan tutup pada pukul 22:00, bahkan ada hari-hari tertentu pasar 
modern tutup sampai pukul 23:00. Hari-hari tertentu yang di maksud adalah 
hari besar keagamaan, hari nasional atau hari tertentu lainnya. 
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“…kalau disisni, Panakkukang Square itu setiap harinya mulai 
beroperasi jam 9 pagi itu kita sudah buka. Nah itu sampai malam jam 
10 malam…”52  
 Banyaknya waktu yang digunakan pasar modern berdampak pada 
semakin banyak konsumen yang dapat dilayani. Menjamurnya pasar modern 
di Kota Makassar juga mengubah gaya hidup masyarakat dalam berbelanja. 
Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa oarang 
dari kalangan ibu rumah tangga maupun yang memiliki pekerjaan seperti 
karyawan atau pegawai. Mereka untuk keperluan sehari-hari seperti ikan dan 
sayur masih ada yang biasa menyempatkan untuk berbelanja seperti ikan 
dan sayur di pasar tradisional. Namun untuk keperluan seperti pakaian, 
perlengkapan seperti sabun dan semacamnya mereka belanjanya di pasar 
modern. Ketika keperluan seperti bahan dapur, rempah-rempah yang 
terkadang tidak ditemukan di pasar/toko modern barulah mereka mencarinya 
di pasar-pasar tradisional. 
Menyadari pentingnya lokasi pasar yang strategis demi menunjang 
keberlangsungannya peran pemerintah diperlukan tidak hanya sampai pada 
aturan diatas kertas belaka melainkan sampai kepada pelaksanaannya. 
Karena keberhasilan pedagang dalam pasar tradisional juga memudahkan 
mereka untuk membayar tarif retribusi bagi kas daerah itu sendiri.  
 
                                                             
52 Hasil wawancara dengan pak Arafat (Marketng & comunicatiaon) Panakkukang Square pada 
tanggal 4 april 2016 
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4.3.3 Persaingan dengan Pelaku Usaha di Pasar Modern 
Jika kita menelisik lebih jauh makna dari kata persaingan dalam 
usaha, mengacu dalam ekonomi dikenal dengan Anti-Monopoli. Penegakan 
persaingan usaha dapat dilakukan manakala terjadi imperfect competition, 
yaitu situasi dimana persaingan antar pelaku usaha sangat ketat dan tidak 
sempurna. Persaingan antar pelaku usaha berlansung sehat dan bertujuan 
untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat. Bila ini diabstraksikan kedalam 
konteks pasar tradisional disandingkan dengan pasar modern di Kota 
Makassar nampaknya persaingan antar keduanya pun tidak dapat di pungkiri. 
Meskipun disadari ada gap yang sangat besar. Ketimpangan dari segi modal, 
manajemen atau pengelolaan, bahkan sampai pada sumber daya 
manusianya sekalipun. 
Pasar tradisional terdapat didalamnya pelaku usaha mikro, kecil 
menengah cenderung mereka berdagang dengan mode survive bertahan 
hidup. Zainal siko salah seorang aktivis pasar mengatakan dalam sesi 
wawancara dengan penulis. 
“...pedagang masih survive dengan model-model 
permodalannya seperti arisan, modelnya dengan, pake tengkulak tidak 
pakai neko-neko…”  
 
Sebgaimana yang dikatakan oleh Boeke (1910) merupakan salah satu 
ahli ekonomi yang mencoba menerangkan fenomena terbentuknya pasar 
dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat prakapitalistik 
dengan masyarakat kapitalistik. Menurutnya, “perbedaan yang paling 
121 
 
mendasar antara masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik 
terletak dalam hal orientasi kegiatan ekonominya. Masyarakat dalam 
tingkatan prakapitalistik berupaya untuk mempertahankan tingkat pendapatan 
yang diperolehnya, sedangkan masyarakat dalam tingkatan kapitalistik tinggi 
berupaya untuk mendapatkan laba maksimum”53. 
Masuknya nilai-nilai baru, seperti kolektivitas rasional atau otonomi 
individu yang menjadi karakteristik masyarakat kapitalistik ternyata tidak 
diimbangi oleh pelembagaan nilai-nilai ini dalam dimensi kehidupan 
masyarakat. Kebiasaan sosial di kalangan masyarakat perkotaan yang 
seyogianya menampakkan ciri-ciri masyarakat kapitalistik, pada 
kenyataannya masih menunjukkan kebiasaan masyarakat prakapitalistik. 
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan fenomena dualisme, seperti 
berkembangnya para pedagang kaki lima di sekitar mall. Dualisme sosial ini 
selanjutnya mengarah pada pola relasi yang timpang di mana salah satu 
pihak mendominasi pihak lain dan pihak lain berada dalam posisi 
termarginalkan, baik dalam kerangka struktural maupun kultural.  
Friedman dalam Sastradipoera,  menjelaskan “bahwa kesenjangan 
dalam pola relasi tersebut disebabkan oleh ketimpangan dalam basis 
                                                             
53 Boeke, J. H, 1953. “Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia. 
N. V. Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon 
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kekuasaan sosial”54. Kemiskinan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan 
dalam kekuatan tawar menawar di pasar terutama disebabkan oleh 
ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan 
sosial tersebut. Beberapa penyebabnya adalah ketidaksamaan untuk 
memperoleh modal atau aktiva produktif, ketidaksamaan dalam memperoleh 
sumber-sumber finansial, ketidaksamaan dalam memasuki jaringan sosial 
untuk memperoleh peluang kerja, dan ketidaksamaan akses untuk 
menguasai informasi. 
Ketimpangan yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan dalam 
kekuatan tawar menawar setidaknya memunculkan dua akibat, yakni: (1) 
hilangnya harga diri (self-esteem) karena pembangunan sistem dan pranata 
sosial dan ekonomi gagal mengembangkan martabat dan wibawa 
kemanusiaan; dan (2) lenyapnya kepercayaan pada diri sendiri (self-reliance) 
dari masyarakat yang berada dalam tahapan belum berkembang karena 
ketidakmandirian. Kondisi ketidakseimbangan dalam hal bargaining position 
sebagaimana diuraikan di atas juga menjadi salah satu penyebab 
melemahnya kapasitas pasar tradisional dalam persaingan dengan pasar 
modern. Ruang bersaing pedagang pasar tradisional kini semakin terbatas. 
Bila selama ini pasar modern dianggap unggul dalam memberikan harga 
                                                             
54   Sastradipoera, Komaruddin. “Pasar sebagai Etalase Harga Diri”., dalam Ajip Rosidi, dkk (eds). 2006. 
Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2). Jakarta: Yayasan Kebudayaan Rancage. Hal 
112. 
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relatif lebih rendah untuk banyak komoditas, dengan fasilitas berbelanja yang 
jauh lebih baik, skala ekonomis pengecer, area pasar modern yang cukup 
luas dan akses langsung mereka terhadap produsen dapat menurunkan 
harga pokok penjualan sehingga mereka mampu menawarkan harga yang 
lebih rendah. Selain itu berbagai tawaran dengan memberikan potongan 
harga melalui diskon. Sebaliknya para pedagang pasar tradisional, mereka 
umumnya mempunyai skala yang kecil dan menghadapi rantai pemasaran 
yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Akibatnya, 
keunggulan biaya rendah pedagang tradisional kini mulai terkikis. 
Keunggulan pasar tradisional mungkin juga didapat dari lokasi. 
Masyarakat akan lebih suka berbelanja ke pasar-pasar yang lokasinya lebih 
dekat. Akan tetapi pusat-pusat perbelanjaan modern terus berkembang 
memburu lokasi-lokasi potensial. Dengan semakin marak dan tersebarnya 
lokasi pusat perbelanjaan modern maka keunggulan lokasi juga akan 
semakin hilang. Kedekatan lokasi kini tidak lagi dapat dijadikan sumber 
keunggulan bagi pasar tradisional. 
Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan pasar tradisional dengan 
pasar modern belum secara konkret dilakukan karena tidak ada kebijakan 
yang mendukung pasar tradisional, misalnya dalam hal pembelian produk 
pertanian tidak ada subsidi dari pemerintah sehingga produk yang masuk ke 
pasar tradisional kalah bersaing dalam hal kualitas dengan produk yang 
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masuk ke pasar modern. Bahkan dewasa ini berkembang pengkategorian 
pasar yang cenderung memarginalkan masyarakat, seperti pasar tradisional 
untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah tapi kualitas barang 
yang dijual tidak sesuai standar, sementara pasar modern untuk masyarakat 
menengah ke atas dengan kualitas produk sesuai bahkan melebihi standar 
minimal. 
Kategorisasi semacam itu memunculkan kesenjangan dan 
kecemburuan sosial bukan hanya antara pasar tradisional dengan pasar 
modern, tapi semakin meluas mengarah pada konflik horizontal di 
masyarakat. Pembedaan kategori pasar tradisional dan pasar modern juga 
menunjukkan stigmatisasi dan diskriminatif. Padahal konsep pasar modern 
kenyataannya lebih sarat dengan makna konsumtif dibandingkan makna 
sebagai ruang sosial lintas strata masyarakat. 
Persaingan pasar tradisinonal dengan pelaku usaha di pasar modern 
juga dapat diamati melalui perizinan usaha pasar tradisional, pasar modern 
dan pusat perbelanjaan yang disediakan pemerintah melalui perda nomor 15 
tahun 2009 ini. Pelaku usaha yang ingin mendirikan pasar tradisional atau 
pasar modern harus mengurus izin usaha ke pemerintah daerah. Tata cara 
perizinan usaha ritel di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Presiden 
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Selanjutnya Menteri Perdagangan 
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mengeluarkan Peraturan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern. 
Penerbitan izin usaha dilimpahkan kepada masing-masing pemerintah 
daerah dan diatur dalam peraturan daerah (Perda). Kota Makassar sendiri 
memiliki perda nomo 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan 
dan penataan pasar modern di dalamnya mengatur tentang penerbitan izin 
usaha itu sendiri. 
Pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya di bidang 
perdagangan baik pasar tradisional, pasar modern, dan pusat perbelanjaan 
wajib memiliki izin usaha yang terdiri dari:55 
a. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional 
b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, Mal, Plasa, dan 
pusat perdagangan. 
c. Izin usaha toko modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, 
department store, hypermarket, dan perkulakan. 
IUTM khusus untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil 
dan usaha menengah. Permintaan izin usaha ritel (IUP2T, IUPP, dan IUTM) 
wajib dilengkapi dengan: 
                                                             
55 Peraturan daerah Kota Makassar nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemeberdayaan 
pasar tradisional dan penataan pasar modern  
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a. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan 
terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan 
eceran setempat. 
b. Rencana kemitraan dengan usaha kecil. 
Permohonan izin usaha wajib di ajukan kepada Pejabat Penerbit Izin 
Usaha Ritel yaitu bupati/wali kota. Persyaratan untuk memperoleh IUP2T 
bagi toko modern yang berdiri sendiri atau IUTM bagi toko modern yang 
berdiri sendiri atau IUPP bagi pusat perbelanjaan meliputi: 
Untuk IUP2T pasar tradisional yang berdiri sendiri, melampirkan 
dokumen: 
1 Fotokopi Surat Izin Prinsip dari Walikota 
2 Hasil Analisis Kondisi sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari 
instansi yang berwenang. 
3 Fotokopi surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
4 Fotokopi Surat Izin Undang-Undang ganguan (HO). 
5 Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan. 
6  Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya. 
7 Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan 
yang berlaku.56 
                                                             
56 ibid 
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Untuk IUPP dan IUTM yang berdiri sendiri: 
1 Fotokopi surat izin prinsip dari Walikota; 
2 Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari 
instansi yang berwenang; 
3 Foto copy surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
4 Foto copy surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) 
5 Foto copy surat izin mendirikan bangunan (IMB). 
6 Foto copy akta pendirian, perusahaan dan pengesahannya. 
7 Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil . 
8 Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan 
yang berlaku.57 
Untuk IUPPT dan IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan 
atau bangunan kawasan lain meliputi; 
1 Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari 
instansi yang berwenang 
2 Foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat 
berdirinya pasar tradisional atau toko modern. 
3 Foto copy akta pendirian, perubahan anggaran dasar jika berbadan 
hukum perseorangan atau koperasi. 
                                                             
57 ibid 
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4 Rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil untuk pusat 
perbelanjaan atau toko modern.58 
Peran pemerintah daerah Kota Makassar terkait pemberian izin usaha 
belum berjalan sebagaimana mestinya. Lahirnya Perda Nomor 9 Tahun 2009 
dalam pelaksanaannya belum dapat memberikan perlindungan bagi 
pedagang usaha kecil karena menjamurnya pasar modern di Kota Makassar 
tidak terlepas dari kebijakan yang memberikan peluang bagi pelaku usaha 
pasar modern, sehingga pasar tradisional akan bersaing dengan pasar 
modern dengan modal yang pas-pasan. Selain itu Disperindag yang terdiri 
dari tiga bagian yakni Perindustrian, Perdagangan dan penanaman modal 
dilibatkan dalam hal menentukan kebijakan terkait dengan pendirian pasar 
modern dan pusat perbelanjaan di Kota Makassar namun Disperindag 
memproses perizinan ketika persyaratan lengkap. Seringali Disperindag tidak 
memiliki kewenangan membatalkan izin ketika syarat terpenuhi. Hal demikian 
seringkali terjadi karena di setiap Dinas yang berkaitan mengeluarkan 
persyaratan berkas perizinan hanya menjalankan ketentuan operasional 
semata tanpa memperhatikan regulasi yang lebih tinggi seperti perda. 
 
                                                             
58 ibid 
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4.4. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota 
Makassar 
Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dalam peraturan daerah 
nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional 
dan penataan pasar modern dalam aspek pembinaan, pemberian subsisdi, 
peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta pengembangan pasar 
tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya  
4.4.1. Pembinaan Terhadap Pasar Tradisional di Kota Makassar 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Makassar baik secara 
sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing diwajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sektor 
perdagangan ritel (pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern). 
Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Kota Makassar 
memiliki kewajiban:  
a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk 
pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional. 
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c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi 
pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan 
renovasi atau relokasi pasar tradisioal. 
d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional. 
Regulasi tersebut masih bersifat umum dan perlu dijabarkan secara 
lebih jelas, terukur, dan sistematis. Sebagai bahan pertimbangan lain adalah 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Adapun materi 
yang terkait dengan pasar tradisional dan toko modern diantaranya sebagai 
berikut:59 
a. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan 
pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan 
pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. 
b. Pembangunan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan 
pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam 
bentuk pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat, implementasi 
manajemen pengelolaan yang professional, fasilitas akses penyediaan 
barang dengan mutu yang baik, fasilitas akses pembiayaan kepada 
pedagang pasar di pasar rakyat. 
                                                             
59 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan 
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Sehubungan dengan peran pemerintah dalam rangka pembinaan 
terhadap pasar modern, pusat perbelanjaan, dan pasar tradisional, hal yang 
diharapkan adalah pemerintah mampu mendorong para pelaku usaha pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern untuk bersinergi dan 
mengawasi pelaksanaan kemitraan antara pelaku pasar modern dan pelaku 
usaha UMKM.  
Di Kota Makassar pengelolaan pasar dilimpahkan kepada Perusahaan 
Daerah (PD) Pasar Makassar Raya Dan Dinas Perindustrian Perdagangan 
dan Penanaman Modal (Disperindagdal) Kota Makassar. Keduanya memiliki 
tugas masing-masing. PD Pasar mempunyai kewenangan mengelola dan 
mengatur retribusi pasar tradisional dan pembangunan pasar tradisional serta 
melakukan pembinaan bagi pelaku usaha yang ada di pasar tradisional. 
Sedangkan tugas dari Disperindag adalah mengawasi dan melakukan 
pembinaan bagi usaha kecil, menengah, dan pasar modern.  
PD Pasar selaku penanggung jawab pasar tradisional pada dasarnya 
memiliki dua prinsip dasar yaitu profit oriented dan srivice. PD Pasar 
mempunyai tugas memungut biaya retribusi bagi para pelaku usaha yang 
ada di pasar tradisional sebagai wujud profit oriented yaitu mencari 
keuntungan. Pelayanan terhadap pasar tradisional seperti kebersihan, 
keamanan, perbaikan sarana dan prasaran pasar. Jadi kewajiban untuk 
melakukan pembinaan hanya dilakukan secara otodidak saja. biasanya 
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melauli kepala unit masing-masing pasar yang ada di Kota makassar. seperti 
yang dilakukan oleh Pak Mahmud Kepala Unit Pasar Mandai dengan 
melakukan pembinaan melalui pendekatan secara personal kepada setiap 
pedagang yang ada di pasar mandai. 
"...saya melakukan pendekatan langsung kepada setiap 
pedagang pasar dengan begitu saya sendiri membangun hubungan 
emosianal dengan mereka sehingga saya mudah mengontrol karna 
saya tau pedagang saya..."60 
Hal ini disebabkan karena PD Pasar yang mempunyai kewenangan 
dalam hal melakukan pembinaan. Pembinaan yang selama ini dilakukan 
hanya dengan cara lisan dimana mereka mengarahkan bagi para pedagang 
yang ada di pasar tradisional untuk melakukan peletakan barang yang 
teratur. Hal yang di proritaskan oleh PD Pasar adalah kebersihan pasar dan 
pembangunan serta perbaikan sarana maupun prasarana pasar. berikut ini 
program kerja tahunan yang dilakukan PD Pasar:61 
1 Pembuatan Data Potensi Pasar. 
2 Mengadakan perbaikan/rehabilitasi ringan terhadap pasar-pasar yang 
mengalami kerusakan kecil dengan memperhatikan skala prioritas. 
3 Tertib administrasi  terhadap pemasangan iklan/reklame dan perubahan 
bentuk bangunan di pasar-pasar. 
4 Lanjutan pekerjaan swakelola lapak PK-5 Pasar Niaga Daya. 
                                                             
60 Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pasar Mandai pada tanggal 23 april 2016 
61 Data dari Kantor Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya 
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5 Pembuatan Gambar Master Plan dan miniatur setiap pasar. 
Berdasarkan data diatas pembinaan yang dilakukan oleh PD Pasar 
hanya terfokus pada sarana fisik semata. Tidak adanya upaya untuk 
memberikan pembinaan langsung terhadap pedagang. Meski demikian pada 
kenyataannya tetap saja kondisi pasar masih kurang tertata dengan baik. 
Dari hasil wawancara dengan kolektor pasar pa’baeng-baeng 
“…kita selaku pengelola pasar telah mengatur sedemikian rupa 
bagaimana supaya pasar ini tertata dengan baik namun sangat susah 
karena seringkali kesadaran pedagang untuk itu sangat kurang. Sudah 
disediakan tempat dan batas berjualannya tapi selalu saja mereka 
menjajakan barang dagangannya sampai menggunakan jalan yang 
disediakn untuk pembeli akibatnya kondisi pasar kembali 
semrawut…”62 
Pengakuan jimmy seorang kolektor pasar di unit pasar pa’baeng-
baeng diatas bukannya tidak beralasan. Memang itu menjadi salah satu 
akibat dari kondisi yang ada. Dalam teori kausalitas tidak mungkin ada akibat 
tanpa ada sebab yang melatarbelakanginya. Kesemrawutan yang terjadi di 
pasar tidak dapat hanya dibebankan kepada pedagang semata saja. Setiap 
pedagang telah membayar retribusi untuk pengelolaan kebersihan, 
keamanan, kenyamanan, dan sebagainya kepada pengelola pasar (PD Pasar 
Raya). Kemudian pelayanan dari pengelola itu sendiri masih sangat kurang 
memaksimalkan potensi yang ada untuk menata pasar. Regulasi jelas ada, 
                                                             
62 Hasil wawancara dengan Pak Jimmy, Kolektor di Pasar Pa’baeng-baeng pada tanggal 27 maret 2016 
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tindak nyata secara sadar dan konsisten masih kurang dimiliki dari pengelola 
maupun pedagang pasar itu sendiri.   
Kesemrawutan yang terjadi di pasar seakan menjadi hal biasa saja. 
Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian bersama baik dari PD pasar 
sebagai pengelola pasar maupun pedagang pasar. Kebiasaan dan pola pikir 
dari pedagang juga harus di ubah. Untuk mewujudkan pasar yang nyaman, 
bersih dan tertata dengan baik.  
Sebagaimana banyaknya kios, lods maupun toko yang tidak aktif di 
pasar pabaeng-baeng, pasar niaga daya dan pasar mandai. Hal ini 
mengindikasikan semakin kurangnya pedagang untuk masuk menjual di 
pasar tradisional. 
4.4.2. Pemberian Subsidi kepada Pasar Tradisional  
Menjadi pedagang sudah barang pasti harus mempunyai modal. 
Berdagang jenis apapun itu membutuhkan modal awal untuk kembali diputar. 
Modal yang dibutuhkan tergantung dari jenis dagangan yang dijual oleh 
pedagang itu sendiri. Misalnya seorang pedagang sayur di pasar terlebih 
dahulu membeli sayur mayur yang dibawa pengepul atau petani sayur dari 
daerah tertentu. Biasanya pada pagi dini hari sampai subuh hari aktivitas 
pedagang membeli barang dari petani sayuran atau nelayan untuk ikan dan 
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semacamnya. Kemudian pada pagi sampai sore pedagang di pasar 
menjualnya. Seperti itulah contoh kecil keseharian pedagang pasar.  
Terkait mengenai pemberian subsidi ataupun bantuan modal kepada 
pedagang di pasar dari pemerintah kota. Pemerintah hanya memfasilitasi 
untuk kredit usaha melalui perbankan. Pemerintah mewadahi dengan 
memberikan ruang untuk perbankan di pasar tradisional. Selain melalui 
perbankan juga terdapat Koperasi yang di sediakan pemerintah dalam 
memfasilitasi usaha kecil terkhususnya di pasar tradisional. Koperasi 
sebanarnya jika dikelola sebaik-baiknya untuk membina pelaku usaha kecil 
dan menengah dapat menjadi salah satu alternative terbaik bagi pedagang-
pedagang kecil. 
Namun sebagian besar pedagang pasar tradisional mengalami 
kesulitan modal. Mereka, terutama pedagang kecil dan PKL, tidak mampu 
menembus perbankan untuk mendapatkan bantuan, karena tidak memiliki 
barang atau asset yang bisa dijadikan agunan. Memang ada sebagian 
pedagang yang mampu yang mampu meminjam uang di bank, terutama 
mereka yang memiliki kios atau toko, yang rata-rata ekonominya agak lebih 
baik. Tapi, jumlah pinjaman itupun tidak banyak karna harus disesuaikan 
dengan jumlah asset yang diagunkan.63 
                                                             
63 Malono Herman. 2011, “Selamatkan Pasar Tradisional”. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 
174 
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Salah satu pedagang barang campuran di pasar terong mengatakan 
bahwa  
“…tidak pernah ada bantuan dari pemerintah. Pengelola pasar 
Cuma tau ressu’ (retrebusi) toh. Saya pakai modal sendri seadanya 
saja dan tidak meminjam di bank karena sulit untuk membayar 
tagihan…”   
Kondisi semacam ini seringkali terjadi pada kalangan pedagang-
pedagang kecil. Mereka enggan untuk memakai kredit usaha yang telah 
disediakan karna stigma yang muncul terhadap pedagang kecil adalah beban 
yang yang harus mereka kembalikan menekan niatnya untuk memakai kredit 
usaha. Walaupun telah ada kredit yang disediakan khusus bagi pedagang 
skala usaha kecil namun mereka cendrung tidak tahu akan hal itu. Ribetnya 
perlengkapan berkas aministratif juga menjadi kendala bagi mereka, dari 
pada waktu terbuang untuk mengurus mereka lebih memilih memanfaatkan 
waktunya untuk menjalankan dagangan seadanya aja. 
4.4.3. Pengembangan Pasar Tradisional dan Pelaku Usaha yang Ada 
Didalamnya 
Pengembangan pasar tradisional tidak hanya sekedar bangunan fisik, 
sarana dan prasarana pasar saja, melainkan apa yang menggerakkan dan 
berjuang di dalam pasar tersebut menggantung hidup mereka. Adalah para 
pedagang pasar tradisional yang tidak lain juga merupakan para pelaku 
usaha kecil menengah (UKM) yang ada di dalamnya. Pembinaan terhadap 
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mereka untuk menjadi lebih mandiri mampu bersaing ditengah arus ekspansi 
pasar modern dan lebih luas pasar bebas. Terlebih saat ini masyarakat  
Indonesia terkhususnya kota Makassar tengah berada dalam kawasan 
masyarakat ekonmi asean (MEA). Mereka harus terus mematangkan diri 
memandirikan dan meberdayakan segala potensi yang ada untuk terus 
berinovasi jika tidak ingin hanya melongo menjadi penonton di rumah sendiri. 
Dalam perda nomor 15 tahun 2009 untuk pengembangan para pelaku 
usaha yang ada dalam pasar tradisional telah dijelaskan. Selain pembinaan 
dan bantuan subsidi kepada mereka pengembangan juga dapat di lakukan 
dengan melakukan kemitraan dengan pasar modern. Di kota makasar sendri  
banyak pasar tradisional yang bisa jadi tempat mitra dengan pelaku usaha 
kecil atau pedagang. 
Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak yang dilakukan 
untuk memperoduksi barang dan/atau jasa, usaha besar memberikan 
dukungan berupa:64 
a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan / atau 
komponennya. 
b. Kesempatan memperoleh bahan baku yang diperoduksi secara 
berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar. 
                                                             
64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, pasal 28 
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c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen. 
d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan. 
e. Pembiayaan dan pengatura sistem pembayaran yang tidak merugikan 
salah satu piha. 
f. Upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak. 
Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba wajib 
memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang terbukti memiliki 
kemampuan. Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan 
penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang 
memenuhi standar mutu barang atau jasa yang disediakan dan atau dijual 
berdasarkan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba juga wajib memberikan 
pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, 
pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba 
secara berkesinambungan.65 
Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat 
dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, 
atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha 
besar yang dilakukan secara terbuka. Pemenuhan kebutuhan barang dan 
jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan 
pengadaan hasil produksi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang 
                                                             
65 Ibid, pasal 29 
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memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan pengaturan sistem 
pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. 
Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan. 
usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus kepada usaha 
mikro dan atau usaha kecil untuk memasarkan produksi barang dan jasanya. 
Dalam hal UMKM menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan 
pihak asing maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil antara usaha besar 
dengan UMKM dapat ditindaklanjuti dengan memberikan kesempatan 
pemilikan saham usaha besar kepada UMKM. Hal ini dimaksudkan 
kesempatan pemilikan saham oleh UMKM mendapat prioritas dalam 
kepemilikan saham usaha besar yang telah menjual sahamnya kepada 
publik. Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang 
sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha. Hak dan kewajiban masing- 
masing pihak dapat dilihat dalam bentuk pengembangan, jangka waktu, dan 
penyelesaian perselisihan. Perjanjian kemitraan wajib dilaporkan kepada 
pihak yang berwenang. Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip dasar kemandirian UMKM serta tidak menciptakan 
kebergantungan UMKM terhadap usaha besar. 
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Usaha besar dilarang memiliki atau, menguasai usaha mikro, 
kecil,atau menengah yang menjadi mitra usahanya. Larangan yang sama 
juga berlaku pada usaha menengah. Dalam melaksanakan kemitraan, para 
pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka 
berlaku hukum Indonesia. 
Pemerintah Kota Makassar telah memberikan perannya sebagai 
pengawas dalam hal pola kemitraan antara pasar modern dan pasar 
tradisional namun belum secara maksimal. Hal inilah yang membuat pasar 
tradisional kewalahan dalam memasarkan barang dagangannya, Disperindag 
sebagai perwakilan guna mengawasi pola kemitraan pasar modern dan pasar 
tradisional. Model kemitraan antara pasar modern dan pelaku usaha kecil di 
Kota Makassar hanya melaksanakan kemitraan dengan beberapa UMKM 
dalam bentuk penyediaan lokasi usaha. 
“…kami berupaya untuk terus mendorong para pedagang dan 
ukm-ukm dalam hal ini melakukan kemitraan dengan pihak pasar 
modern, sebagaiman yang disebutkan dalam perda no 15 tahun 2009 
ini…”66 
Pasar modern setidaknya menyediakan lokasi usaha bagi UMKM. Dari 
hasil penelitian penulis pada pasar modern dalam hal ini Panakukkang 
Square sebagai lokasi pasar modern dalam penelitian ini, terdapat beberapa 
tenant-tenant yang diisi oleh pelaku UKM di pasar modern ini. Sebanyak 130 
                                                             
66 Hasil wawancara dengan Kabid Perdagangan Disperindag, pada tanggal 1 april 2016 
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pedagang yang ada, pedagang besar dan kecil cukup berimbang.67  Namun 
lokasi usaha yang disediakan cukup mahal dan butuh proses untuk 
mendapatkan lokasi usaha tersebut. Berdasarkan model kemitraan yang 
dilaksanakan pasar modern di Kota Makassar, penulis mencoba 
mendeskripsikan pola kemitraan antara pasar modern dan pasar tradisional. 
Pasar modern yang memasokkan produk ke pasar tradisional dan pelaku 
usaha pasar tradisional ataupun UMKM dapat mensuplai barang-barang 
komsumsi berupa makanan dan produk rumah tangga kepasar modern. 
Pasar modern yang berjenis pusat perbelanjaan, dan Department Store 
melaksanakan kemitraan dengan cara pelatihan berupa pengelolaan 
penataan barang yang baik, manajemen keuangan yang baik serta 
mensuplai barang dengan harga grosir tanpa pembayaran terlebih dahulu. 
Kemudian pemerintah berperan sebagai regulator dalam rangka 
menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan sebagai fasilitator dalam 
mewadahi pengembangan pasar tradisional dan pelku usaha yang ada 
didalamnya sehingga dapat mempertahankan model kemitraan yang 
dilaksanakan oleh pelaku usaha pasar modern dan pelaku usaha yang ada di 
pasar tradisional dan unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 
Pemerintah dapat juga berperan sebagai lembaga yang dapat memberikan 
dorongan positif sehingga ada keinginan bagi pelaku usaha pasar modern 
                                                             
67 Hasil wawancara dengan Pengelola Panakkukang Square, pada tanggal 4 april 2016 
142 
 
untuk bermitra dengan pasar tradsional misalnya pemerintah memberikan 
bantuan modal kepada pelaku usaha pasar modern tanpa agunan bagi yang 
melakukan hubungan kemitraan dengan pelaku usaha pasar tradisional atau 
UMKM begitupun sebaliknya bagi yang tidak melaksanakan kemitraan 
dengan pasar tradisional atau UMKM akan mendapatkan sanksi. 
 Model kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan peran pelaku 
usaha pasar tradisional yang ada. Sehingga keberadaan pasar modern tidak 
lagi dipandang sebagai salah satu pelaku usaha yang mematikan pelaku 
usaha pasar tradisional akan tetapi menjadi bagian yang akan mendorong 
pasar tradisional untuk lebih dapat berkembang. 
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BAB V  
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya ada 
beberapa kesimpulan yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pasar 
tradisional di Kota Makassar yaitu dari aspek perlindungan hukum 
pemerintah Kota Makassar telah memiliki perda nomor 15 tahun 2009, 
namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal, dari segi isi perda 
tersebut masih perlu diperjelas mengenai aturan lokasi pasar seperti 
zonasi pasar tradisional dan pasar modern yang masih kurang jelas, selain 
itu aturan perizinan dan pendirian pasar juga kurang optimal ditandai 
dengan semakin menjamurnya pasar modern dan toko modern di kota 
Makassar yang berdampak terhadap keberlansungan pasar tradisional.  
2. Peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap pasar 
tradisional dikelolah oleh perusahaan daerah PD Pasar Makassar Raya 
dan beberapa pasar lainnya yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga 
sebagai pengembang (swasta) masih kurang dalam melakukan 
pembinaan terhadap pedagang pasar tradisional. Dalam bantuan modal 
pemerintah memfasilitasi pasar tradisional dengan pihak perbankan untuk 
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bantuan modal yang masih sulit dijangkau oleh pedagang kecil. 
Pengembangan pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada didalamnya 
masih kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap peran pemerintah dam 
melindungi dan memberdayakan pasar tradisional perlunya perhatian yang 
serius dari pemerintah terhadap pasar tradisional sebagai penggerak 
ekonomi daerah dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan. 
Perlu adanya revisi terhadap perda nomor 15 tahun 2009 atau dibuatkan 
aturan turunan seperti  Peraturan Walikota yang didalamnya terdapat 
regulasi yang ketat dan jelas atas jarak yang seharusnya diberikan kepada 
pasar dan toko modern untuk berdiri. Ketentuan zonasi wajib 
mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial pasar tradisional dan sektor 
informal yang berada di sekitarnya, agar tercipta iklim usaha yang adil dan 
sehat.    
Perlu adanya program dari pemerintah untuk pengembangan terhadap 
pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional untuk diberikan pembinaan 
secara bertahap, bantuan modal yang tepat sasaran dan berdayaguna. 
Mewujudkan pedagang kecil yang memiliki daya saing ditengah 
persaingan global. 
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WALIKOTA MAKASSAR 
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
                                 NOMOR : 15 Tahun 2009 
 
TENTANG 
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL 
DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KOTA MAKASSAR 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA MAKASSAR, 
Menimbang : a. bahwa perekonomian Indonesia disusun 
berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan 
utama tercipta adanya kesejahteraan bagi 
seluruh rakyat ; 
b. bahwa  pasar  tradisional  merupakan wadah   
membangun dan mengembankang  
perekonomian  bagi usaha kecil, menengah dan 
koperasi sebagai pilar perekonomian yang 
disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan 
maka dipandang perlu perlindungan dan 
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan 
pasar modern agar pasar tradisional dapat 
berkembang dan bersain secara serasi, selaras 
serta bersinergi ditengah-tengah pesatnya 
pertumbuhan pasar modern di Kota Makassar; 
c. bahwa   untuk  maksud  tersebut  pada  huruf a  
dan  huruf b,  perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah tentang  Perlindungan,Pemberdayaan 
Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern 
Di Kota Makassar. 
 
2 
 
Mengingat  : 1.   Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang   
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 
 
3. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 1992 tentang  
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3502) ; 
 
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3611) ; 
 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3817); 
 
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821) ; 
 
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4437) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 
 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 
4724); 
 
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan 
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 
4725) ; 
 
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan 
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 
4756) ; 
 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 
tentang Perubahan Batas-batas Daerah 
Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten 
Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 2970); 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 
tentang Kemitraan;  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3718 ) ; 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 
tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang 
menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 
 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593) ; 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737) ; 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 
tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4742); 
 
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern. 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR 
dan 
WALIKOTA MAKASSAR, 
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MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR 
TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR 
MODERN DI KOTA MAKASSAR 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Makassar; 
2. Walikota adalah Walikota Makassar; 
3. Pemerintah Kota Makassar selanjutnya disingkat Pemerintah 
Kota  adalah perangkat kota sebagai unsure  penyelenggara 
Pemerintah Kota Makassar; 
4. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam 
melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, 
dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar 
modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan 
mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu 
usaha; 
5. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam 
melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, 
dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi 
suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen 
dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern; 
6. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian 
pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan 
mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, 
dan koperasi yang ada; 
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat 
bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih 
dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun 
pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, 
perdagangan maupun sebutan lainnya; 
8. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola 
oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara 
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dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan 
swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, 
dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, 
menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan 
melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar – 
menawar; 
9. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi 
yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para 
pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang 
tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar 
eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen; 
10. Pasar penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli 
dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari 
pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara 
karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke 
pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat 
eceran; 
11. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 
Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya 
berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping 
Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan 
secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan 
berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, 
bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti; 
12. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan 
untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri 
dari hanya satu penjual; 
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri 
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk 
minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket 
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan; 
14. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang 
masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau 
badan usaha; 
15. Toko Serba Ada (TOSERBA) adalah sarana atau tempat usaha 
untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan 
rumahtangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang 
disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk 
kounter secara eceran; 
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan 
penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran 
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langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri 
(swalayan); 
17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk 
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga 
termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan 
langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri; 
18. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk 
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga 
termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan 
langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas 
pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang 
menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan 
secara tunggal; 
19. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat 
usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan 
sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, 
perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-
barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan 
yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat; 
20. Pusat perdagangan (trade centre) adalah kawasan pusat jual 
beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya 
secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana 
yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha; 
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai 
dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh 
penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan 
prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling 
menguntungkan; 
22. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang 
menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa 
melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk 
menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya 
sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap; 
23. izin adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh Walikota 
untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 
24. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut 
IUP2T; 
25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP; 
26. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut  IUTM. 
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BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 
Pasal 2 
Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional 
dan penataan pasar modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas: 
a. Kemanusiaan; 
b. Keadilan; 
c. Kasamaan kedudukan dan kemitraan; 
d. Ketertiban dan kepastian hukum; 
e. Kelestarian lingkungan; 
f. Kejujuran usaha dan Persaingan sehat (fairness). 
Pasal 3 
Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar 
modern, bertujuan untuk : 
a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi serta pasar tradisional; 
b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar 
mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan 
dapat meningkatkan kesejahteraannya; 
c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar 
modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan 
mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat 
menjadi aset pariwisata; 
d. terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar 
tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan 
pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan 
dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang 
perdagangan; 
e. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta 
swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara 
pasar tradisional dan pasar modern; 
f. memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi usaha 
mikro kecil , menengh, koperasi serta pasar tradisional dan 
pasar modern dalam melakukan kegiatan usaha; 
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g. mendorong kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi 
serta pasar tradisional dan pasar modern dalam melakukan 
pelestarian lingkungan dan menjaga kebersihan di sekitar 
usaha; 
h. mewujudkan  sinergi yang saling memerlukan dan 
memperkuat antara pasar modern dengan pasar tradisional, 
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat 
tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya 
tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, 
efisien dan berkelanjutan. 
 
BAB III 
PENGGOLONGAN PASAR 
Bagian Pertama 
Pasar Tradisional 
Pasal 4 
(1) Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi 
beberapa bentuk: 
a. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah 
daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang 
lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman 
di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang 
diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari- hari; 
b. Pasar Kelurahan adalah pasar yang dikelola oleh 
pemerintahan kelurahan atau kelurahan yang ruang lingkup 
pelayanannya meliputi lingkungan kelurahan atau kelurahan 
di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang 
diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari 
dan/atau kebutuhan sembilan bahan bahan pokok; 
c. Pasar tradisional kota adalah pasar yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi 
yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah 
Kabupaten/Kota dengan jenis perdagangan barang-barang 
kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih 
lengkap dari pasar kelurahan atau kelurahan ; 
10 
 
d. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual 
belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, 
pasar kramik, pasar burung, dan sejenisnya.  
(2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat 
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMD 
termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok 
masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan 
dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kota 
termasuk peraturan zonasinya. 
Bagian Kedua 
Pasar Modern 
Pasal 5 
 
1. Usaha pasar modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan 
sejenisnya, toko modern, seperti: minimarket, supermarket, 
department store, hypermarket, dan nama lainnya, yang 
dikelola secara modern; 
2. Usaha toko modern terdiri atas beberapa golongan sebagai 
berikut: 
a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko 
sampai dengan 400 m²  (Empat Ratus Meter Persegi); 
b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko 
diatas 400 m² sampai dengan 5000 m² (Lima Ribu Meter 
Persegi); 
c. Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di 
atas 5.000 m² (Lima  Ribu Meter Persegi); 
d. Department Store adalah toko modern yang luas lantai toko 
di atas 400m² (Empat Ratus Meter Persegi); 
e. Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko 
di atas 5.000 m² (Lima Ribu Meter Persegi). 
3. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern dan 
Toko Modern, ditentukan sebagai berikut : 
a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara 
eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan 
produk rumah tangga lainnya; 
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b. Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi 
terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan 
penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat 
usia konsumen; 
c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. 
BAB IV 
PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN 
DAN TOKO MODERN 
Pasal 6  
1. Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, 
termasuk peraturan zonasinya; 
2. Kota yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota tidak 
diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.  
Pasal 7  
(1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko 
Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus 
melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, 
keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di 
wilayah bersangkutan; 
(2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan 
Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:  
a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan 
pendidikan; 
b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 
c. Kepadatan penduduk; 
d. Pertumbuhan penduduk; 
e. Kemitraan dengan UMKM lokal; 
f. Penyerapan tenaga kerja lokal; 
g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai 
sarana bagi UMKM lokal; 
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h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah 
ada; 
i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak 
antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah 
ada sebelumnya; 
j.  Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 
Responsibility).  
(3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i 
harus   mempertimbangkan:  
1. Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan 
Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada 
sebelumnya; 
2. Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar 
Tradisional;  
3. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); 
4. Dukungan/ketersediaan infrastruktur;  
5. Perkembangan pemukiman baru.  
(4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh 
badan/lembaga independen yang berkompeten;  
(5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) melakukan   kajian analisa kondisi sosial ekonomi 
masyarakat di wilayah yang bersangkutan;  
(6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang 
tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan 
Surat Permohonan:  
1. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan 
atau Toko Modern selain Minimarket; 
2. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau 
Toko Modern selain Minimarket;  
3. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan 
atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 
4. Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dikecualikan untuk Minimarket; 
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5. Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun 
yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau 
bangunan lain wajib memperhatikan: 
  
a. Kepadatan penduduk; 
b.  Perkembangan pemukiman baru; 
c.  Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); 
d.  Dukungan / ketersediaan infrastruktur; 
e.  Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko 
diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket 
tersebut. 
(7)  Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
point 5 diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang 
domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.  
Pasal 8  
(1) Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern 
harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum 
lainnya; 
(2)  Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.  
BAB V 
KEMITRAAN USAHA 
Pasal 9  
(1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan 
dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi 
usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada 
Toko Modern yang dilakukan secara terbuka; 
(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan dalam bentuk:  
a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau 
dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, 
Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka 
meningkatkan nilai jual barang;   
b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet 
dari Toko Modern.  
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(3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal 
Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;  
(4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang 
disepakati.  
Pasal 10  
(1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang 
dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip 
saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan 
transparan; 
(2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi 
UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi 
persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern; 
(3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, 
Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi 
pendaftaran barang (listing fee); 
(4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko 
Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial 
berupa penyediaan tempat usaha/space, 
pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama 
lain; 
(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia 
berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah 
pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak 
dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat 
penyelesaian perselisihan.  
Pasal 11 
(1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, 
syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko 
Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling 
menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa 
tekanan.  
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(2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:  
1. Potongan harga reguler (regular discount) berupa potongan 
harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern 
pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini 
tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem 
harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke 
semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;  
2. Potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga 
yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa 
dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara 
periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya 
maksimum 1% (satu persen);  
3. Jumlah dari Potongan harga reguler (regular discount) 
maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan 
berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari 
pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun 
secara periodik;  
4. Potongan harga khusus (conditional rebate) berupa 
potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila 
Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target 
penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria 
penjualan:  
a. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian 
sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan 
harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);  
b. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% 
(seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus 
lima belas persen), maka kelebihannya mendapat 
potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% 
(lima persen);  
c. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% 
(seratus lima belas persen), maka kelebihannya 
mendapat potongan harga khusus paling banyak 
sebesar 10% (sepuluh persen).  
5. Potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan 
oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan 
promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh 
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Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau 
konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai 
kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok; 
 
6. Biaya Promosi (Promotion Cost) yaitu biaya yang 
dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai 
kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:  
a. Biaya promosi melalui media massa atau cetakan 
seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara 
transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari 
media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;  
b. Biaya Promosi pada Toko Setempat (In-Store 
Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi di 
luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, 
gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check 
out Counter), wing gondola, papan reklame di dalam 
dan di luar toko, dan tempat lain yang memang 
digunakan untuk tempat promosi;  
c. Biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan 
pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan 
produk pemasok seperti sampling, demo produk, 
hadiah, games, dan lain-lain;  
d. Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktifitas 
promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah 
acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. 
Biaya promosi yang belum terpakai harus 
dimanfaatkan untuk aktifitas promosi lainnya baik pada 
periode yang bersangkutan maupun untuk periode 
yang berikutnya.  
e. Biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud 
pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan 
kepada Pemasok; 
f. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru 
sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana 
dimaksud pada huruf f; 
g. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat 
perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun 
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untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah 
disepakati; 
h. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh 
dipaksakan kepada Pemasok yang dapat 
mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang 
memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) 
yang disepakati kedua belah pihak; 
i. Biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) 
hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai 
berikut:  
a).  Kategori Hypermarket paling banyak Rp150.000,00 
(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis 
produk setiap gerai dengan biaya paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 
setiap jenis produk di semua gerai;  
b).  Kategori Supermarket paling banyak Rp75.000,00 
(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis 
produk setiap gerai dengan biaya paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 
setiap jenis produk di semua gerai;  
c).  Kategori Minimarket paling banyak Rp5.000,00 
(lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap 
gerai dengan biaya paling banyak 
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 
setiap jenis produk di semua gerai.  
7. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang 
sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan 
setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;  
8. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada 
Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah 
dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek 
penjualan;  
9. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling 
sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila 
akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item 
produk atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok;  
10. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil 
dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik 
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sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai 
pemasok;  
11. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan 
dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di 
Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan 
pokok masyarakat.  
Pasal 12 
(1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai 
untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari 
setelah seluruh dokumen penagihan diterima.  
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.  
BAB VI 
BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN 
Pasal 13 
(1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai 
berikut:  
a. Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter 
persegi);  
b. Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai 
dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);  
c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);  
d. Department Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter 
persegi);   
e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).  
(2). Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus 
persen) adalah:  
a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 
m2 (empat ratus meter persegi);  
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b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 
1.200 m2 (seribu dua ratus meter persegi);   
c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 
2.000 m2 (dua ribu meter persegi).  
BAB VII 
JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN 
Pasal 14 
 
Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib 
memiliki:  
a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;  
b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;  
c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, 
Hypermarket dan Perkulakan.  
Pasal 15  
(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan 
oleh Walikota Makassar; 
(2)  Walikota Makassar melimpahkan kewenangan penerbitan:  
a. IUP2T kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab 
di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar 
Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat;  
b. IUPP atau IUTM kepada Kepala Dinas/Unit yang 
bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu setempat.  
Pasal 16  
(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha; 
(2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional 
yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri 
sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:  
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1. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:  
a. Copy Surat Izin Prinsip dari Walikota;  
b. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta 
rekomendasi dari instansi yang berwenang;  
c. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional 
(BPN);  
d. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);  
e. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);  
f. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;   
g. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan 
mematuhi ketentuan yang berlaku.  
2,  Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:  
a. Copy Surat izin prinsip dari Walikota;  
b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta 
rekomendasi dari instansi yang berwenang;  
c. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional 
(BPN);  
d. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);  
e. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);  
f. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;  
g. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil;   
h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan 
mematuhi ketentuan yang berlaku.  
(3). Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional 
atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat 
Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:  
a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);  
b. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya 
tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;  
c. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;  
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d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan 
mematuhi ketentuan yang berlaku;  
e. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil 
untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.  
(4). Permohonan    sebagaimana   dimaksud pada  ayat  (1)   
diajukan   kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan mengisi 
Formulir Surat Permohonan dengan melampirkan dokumen 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 
(5), Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
ditandatangani oleh pemilik  atau penanggungjawab atau 
pengelola perusahaan;  
(6), Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini  
yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat 
Penerbit izin usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 
5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat 
Permohonan; 
(7) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat 
Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis 
disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling 
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 
Surat Permohonan;  
(8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan 
kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan 
dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.  
Pasal 17  
(1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut:  
a. Penerbit IUP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf a, Dinas Kota yang bertanggung jawab di bidang 
perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional 
atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setempat;  
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b. Penerbit IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf b dan c, Dinas Kota yang bertanggung jawab 
di bidang perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Setempat;  
c. Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b sesuai dengan pelimpahan wewenang dari 
Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.  
(2). Apabila penerbitan IUP2T oleh:  
a. Dinas yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Pasar 
Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka 
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(2) angka 2, huruf a, diterbitkan oleh Dinas yang 
bertanggung jawab di bidang perdagangan;  
b. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, 
maka rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2) angka 2  huruf a mengenai kelayakan pemberian 
izin usaha kepada perusahaan yang bersangkutan, 
dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang 
perdagangan.  
(3). Apabila penerbitan IUPP atau IUTM oleh:  
a. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, 
maka rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2) angka 2 huruf b mengenai kelayakan pemberian 
izin usaha kepada perusahaan yang bersangkutan, 
dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang 
perdagangan;  
b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka rekomendasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) angka 2, 
huruf b, diterbitkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di 
bidang perdagangan.  
Pasal 18 
(1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 tidak diwajibkan memperoleh Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP);  
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(2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung 
jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru;  
(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku:  
a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;  
b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang 
sama.  
(4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib 
dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.  
BAB VIII 
PELAPORAN 
Pasal 19  
(1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam:  
a. Pasal 15 ayat 2 huruf a wajib menyampaikan laporan 
penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota 
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang 
membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar 
Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, 
setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester 
pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk 
semester kedua;  
b. Pasal 15 ayat (2) huruf b wajib menyampaikan laporan 
penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota 
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang 
membidangi perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan 
untuk semester pertama dan bulan Januari tahun 
berikutnya untuk semester kedua.  
(2).  Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  
a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan; 
b.  Omset penjualan setiap gerai; 
c.  Jumlah UMKM yang bermitra; 
d.  Jumlah tenaga kerja yang diserap.  
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Pasal 20 
(1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib 
menyampaikan laporan berupa:  
a. Jumlah gerai yang dimiliki; 
b.  Omset penjualan seluruh gerai; 
c.  Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; 
d.  Jumlah tenaga kerja yang diserap.  
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
setiap semester kepada:  
a.  Kepala Dinas yang membidangi perdagangan; 
b.  Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.  
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk 
semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk 
semester kedua.  
BAB IX 
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL 
Pasal 21 
(1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Rencana Detail Tata 
Ruang Kota, termasuk peraturan zonasinya. 
(2) Penyelengaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, 
sebagai berikut: 
a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 
keberadaan pasar tradisional, Usaha mikro, kecil, dan 
menengah, pasar modern, dan toko modern; 
b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang 
bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang 
nyaman; 
c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak 
bermotor yang memadai di dalam area bangunan; 
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d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara 
kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-
turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar; 
e.  kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai 
penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan 
dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan 
sirkulasi udara baik buatan maupun alami ; 
f.  kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, meliputi 
fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, 
musholla dan fasilitas lainnya ; 
g.  ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur 
keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar ; 
h.  perbaikan sistem persampahan dan drainase guna 
meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar. 
(3) Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk pasar 
modern lainnya, dapat  dilakukan dengan menempatkan pasar 
modern dan pasar tradisional dalam satu lokasi berdasarkan 
konsep kemitraan; 
(4) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan 
dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku 
usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian 
hukum tentang status hak pakai lahan pasar. 
(5) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, 
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-
pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah 
berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek: 
a. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar 
tradisional; 
b. Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan 
penggusuran yang tidak menguntungkan; 
c. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik 
dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; 
d. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin 
keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang 
menghancurkan harta benda yang diperdagangkan. 
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(6) Dalam melakukan pemberdayaan pada pasar tradisional, 
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-
pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah 
berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai 
aspek: 
a. Pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, 
kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku 
usaha yang ada di dalamnya; 
b. Pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha 
mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku 
usaha yang ada didalamnya; 
c. Peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, 
usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-
pelaku usaha yang ada di dalamnya; 
d. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku 
usaha yang ada di dalamnya; 
e. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang 
sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan 
para pedagang; 
f. Mengarahkan dana sharing yang berasal dari 
pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka 
membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang. 
(7) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat 
diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi 
agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, 
aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai 
sebagai bagian dari industri pariwisata; 
(8) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan 
pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, 
Pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan 
terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak 
mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar 
tradisional. 
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BAB  X 
PENATAAN PASAR MODERN 
Pasal 22 
(1) Lokasi pendirian pasar modern dan toko modern wajib 
mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan 
Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk pengaturan 
zonasinya. 
(2) Penyelengaraan dan pendirian pasar modern dan toko modern 
wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut : 
a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 
keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha 
menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; 
b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga 
tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di 
pasar tradisional ; 
c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang 
bersih, sehat, hygienis, aman, tertib dan ruang publik yang 
nyaman ; 
d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan 
menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan; 
e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak 
bermotor yang memadai di dalam area bangunan ; 
f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur 
keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern 
dan toko modern; 
g. Menyediakan dengan memperhatikan kecukupan kuantitas 
dan kualitas fasilitas umum meliputi fasilitas kamar mandi 
dan toilet umum, tempat sampah, mushollah, tempat 
menyusui bagi ibu dan anak dan fasilitas lainnya. 
Pasal 23 
(1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan 
jalan alteri atau kolektor primer atau arteri skunder; 
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(2) Hypermarket, pusat perbelanjaan dan jenis pasar modern besar 
lainnya : 
a. hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau 
kolektor; 
b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan 
di dalam kota/perkotaan; 
c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau 
daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar 
tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi 
daerah yang bersangkutan; 
d. memperhatikan kebutuhan daerah, suatu wilayah akan 
keberadaan pasar modern. 
Pasal 24 
(1) Perencanaan pembangunan pasar modern dan toko modern 
harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan 
baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek 
lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya., untuk mencegah 
dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha 
mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya; 
(2) Dokumen rencana rincian teknis pasar modern atau toko 
modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan 
merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan 
sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata 
ruang dan rencana detail tata ruang Kota; 
(3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pasar modern atau 
toko modern terutama skala menengah dan besar, harus 
mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu 
lintas, kebersihan, dan keselamatan aktifitas di lingkungan 
sekitar. 
BAB XI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 25 
(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan 
penyelenggaraan pasar dilakukan oleh pemerintah daerah; 
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(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 
BAB XII 
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI 
Bagian Pertama 
Kewajiban 
Pasal 26 
(1) Setiap  penyelenggara usaha pasar modern dan pasar 
tradisional mempunyai kewajiban : 
a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, 
dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala 
besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti 
minimarket); 
b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin 
penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, 
khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 
c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan 
konsumen; 
d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; 
e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian 
lingkungan tempat usaha; 
f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian 
dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta 
ketertiban umum di tempat usahanya; 
g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan 
peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang 
serta barang-barang terlarang lainnya; 
h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan 
drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi 
karyawan dan konsumen; 
i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen 
untuk melaksanakan ibadah; 
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j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan 
dan kesejahteraan karyawan; 
k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan 
mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di 
tempat usaha; 
l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis 
dalam rupiah ; 
m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan 
konsumen. 
(2). Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terhadap pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian 
keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai 
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat 
dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan. 
 
Bagian kedua 
Larangan 
Pasal 27 
Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang : 
a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan 
barang dan/atau jasa secara monopoli; 
b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok 
masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran 
untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan 
masyarakat; 
c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan 
jenisnya membahayakan kesehatan; 
d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa; 
e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari 
Walikota; 
f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja 
asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Bagian Ketiga 
Sanksi 
Pasal 28  
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam:  
a. Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 
dikenakan sanksi administratif;  
b. Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini huruf a, berupa:  
a. Pembekuan Izin Usaha;  
b. Pencabutan Izin Usaha.  
(3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a pasal ini apabila telah dilakukan peringatan secara 
tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling 
lama 1 (satu) bulan;  
(4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b pasal ini dilakukan apabila pelaku usaha tidak 
mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
pasal ini; 
(5) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
pasal ini berupa tidak dapat membuka kegiatan usaha sesuai 
dengan ketentuan Perundang-undangan.  
 
BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 29 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota. 
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Pasal 30 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kota Makassar 
                                                 Ditetapkan di Makassar 
            pada tanggal 14 September 2009 
 
                     WALIKOTA  MAKASSAR, 
 
         
   
     
                                                  H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN  
 
Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 14 September 2009 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR 
 
 
 
           
              H. M. ANIS  ZAKARIA KAMA 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR 15 NOMOR               
TAHUN 2009 
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